BABV

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KERJA SAMA OPERASI TERHADAP

KEWAJIBAN YANG BELUM DISELESAIKAN KEPADA PIHAK
KETIGA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN HARTA
KEKAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM

PERUSAHAAN DI INDONESIA

Tanggung Jawab Anggota Kerja Sama Operasi Terhadap Kewajiban
yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan
Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan

Pertama-tama, sebelum membahas tanggung jawab anggota KSO
terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan, maka terlebih dahulu diuraikan
penjelasan tentang KSO secara ringkas. Seperti dijelaskan pada bab
sebelumnya, para pelaku usaha dapat melakukan kerja sama dalam

menjalankan kegiatan usahanya dengan cara membentuk badan usaha KSO.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, pengaturan KSO dalam
bidang usaha jasa konstruksi dapat dilihat dalam Undang-Undang Jasa
Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021, yang pada dasarnya, ketiga
peraturan tersebut mengatur kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha jasa
konstruksi. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja,

KSO merupakan sebuah bentuk usaha yang digunakan dalam kegiatan usaha
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pada bidang jasa konstruksi.!®> Sehingga apabila pendapat Gunawan Widjaja
dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur KSO saat
ini, dipahami bahwa badan usaha KSO hanya dikenal dan digunakan dalam
kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi sehingga peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai KSO di Indonesia saat ini hanya
ditemukan dalam peraturan mengenai kegiatan dalam bidang usaha jasa

konstruksi. Penjelasan di atas digambarkan ke dalam Bagan 5.1. sebagai

berikut:
Bagan 5.1.
Peraturan Perundang-Undangan Mengenai KSO
Undang-Undang PP 22/2020 PP 14/2021

Jasa Konstruksi

A 4

[ Peraturan mengenai kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha jasa konstruksi ]

A

[ TUNDUK TERHADAP ]

Bentuk usaha dalam kegiatan di
bidang usaha jasa konstruksi

Badan usaha
KSO

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

185 Gunawan Widjaja, Op.Cit.
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Berdasarkan Bagan 5.1., badan usaha KSO tunduk terhadap 3 (tiga)
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan
usaha dalam bidang usaha jasa konstruksi, di antaranya Undang-Undang Jasa
Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021. Selanjutnya untuk mengetahui
lebih lanjut terkait pengaturan KSO dalam peraturan tersebut, harus dipahami
terlebih dahulu mengenai siapa pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan
layanan usaha jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi diatur dalam Pasal

1 Angka 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berbunyi:

“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau
pekerjaan konstruksi.”

Selanjutnya pengertian jasa konstruksi juga ditegaskan dalam Pasal 1

Angka 3 PP 14/2021 yang berbunyi:

“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau
pekerjaan konstruksi.”

Kedua pengertian di atas sama-sama memperlihatkan bahwa jasa
konstruksi merupakan layanan jasa konsultansi konstruksi maupun pekerjaan
konstruksi. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Jasa

Konstruksi berbunyi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang
menggunakan layanan Jasa Konstruksi.”
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Di samping itu, dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Jasa

Konstruksi dinyatakan sebagai berikut:

“Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.”

Kedua Pasal di atas memperlihatkan bahwa pihak-pihak dalam layanan
usaha jasa konstruksi mencakup pengguna jasa dan penyedia jasa, di mana
pengguna jasa ialah pihak yang menggunakan layanan jasa konstruksi,
sementara penyedia jasa ialah pihak yang memberikan layanan jasa
konstruksi. Pengertian yang sama dengan kedua Pasal di atas juga ditemukan
dalam Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 1 Angka 8 PP 14/2021. Dalam Pasal 1

Angka 7 PP 14/2021, pengguna jasa didefinisikan sebagai:

“Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang
menggunakan layanan Jasa Konstruksi.”

Sementara itu, pengertian penyedia jasa dinyatakan dalam Pasal 1

Angka 8 PP 14/2021 yang berbunyi:

“Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.”

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak dalam layanan usaha jasa

konstruksi, dapat dilihat dalam Bagan 5.2. sebagai berikut:
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Bagan 5.2.
Pihak-Pihak dalam Layanan Usaha Jasa Konstruksi

Pihak-pihak dalam layanan usaha
jasa konstruksi

[ Pengguna jasa ] Penyedia jasa
e N
Pemilik/pemberi pekerjaan yang Pemberi
menggunakan layanan jasa layanan jasa
|\ J/

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Bagan 5.2. memperlihatkan bahwa pihak-pihak dalam layanan usaha jasa
konstruksi adalah pengguna jasa yang merupakan pemilik/pemberi pekerjaan
yang menggunakan layanan jasa dan penyedia jasa yang merupakan pemberi

layanan jasa.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi di

atas, Pasal 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut:

“Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum.”

Adapun Pasal di atas ditafsirkan secara sistematis terhadap Penjelasannya,

sehingga dipahami bahwa usaha jasa konstruksi dapat berbentuk:

a. usaha orang perseorangan, yang mana ini adalah usaha yang

dilakukan langsung oleh orang tanpa membentuk badan usaha;
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b. badan usaha berbadan hukum; atau
c. badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Adapun penjelasan di atas digambarkan dalam Bagan 5.3. sebagai berikut:

Bagan 5.3.
Bentuk Usaha Jasa Kontruksi

Bentuk usaha
jasa konstruksi

\ 4 \ 4 A 4

Usaha orang Badan usaha
perseorangan Badan usaha ane tidak
(tanpa membentuk berbadan hukum vang
p berbadan hukum
badan usaha)

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Jasa Konstruksi, diketahui
bahwa pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan layanan usaha jasa
konstruksi ialah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum,
maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal tersebut juga
ditegaskan dalam Pasal 21 Ayat (1) PP 22/2020, di mana layanan usaha jasa
konstruksi diberikan oleh penyedia jasa dalam penyelenggaraan usaha jasa

konstruksi.

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi tersebut
harus berkualifikasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1)

Undang-Undang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:
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“Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 terdiri atas:

a. Kecil;

b. Menengah; dan

c. Besar.”
Oleh karenanya, dipahami juga bahwa badan wusaha yang dapat
menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi ialah yang telah memenuhi

kualifikasi usaha kecil/menengah/besar. Penjelasan mengenai kualifikasi

badan usaha jasa konstruksi dapat dilihat dalam Bagan 5.4. sebagai berikut:

Bagan 5.4.

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk usaha
jasa konstruksi

v v Y
Usaha orang Badan usaha Badan usaha
perseorangan berbadan hukum yang tidak
(tanpa membentuk berbadan hukum
badan usaha)
v v v

Kualifikasi Kualifikasi Kualifikasi
usaha kecil usaha menengah usaha besar

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.4. di atas dapat dilihat bahwa bentuk usaha jasa konstruksi
dapat berupa usaha orang perseorangan (dalam hal ini tidak membentuk

badan usaha), badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha yang tidak
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berbadan hukum. Adapun terhadap badan usaha berbadan hukum dan badan
usaha yang tidak berbadan hukum harus memenuhi kualifikasi usaha kecil,

kualifikasi usaha menengah, atau kualifikasi usaha besar.

Adapun dalam menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi,
pihak-pihak, baik orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum,
maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum wajib memenuhi perizinan
berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Jasa

Konstruksi, sebagai berikut:

“Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan
Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.”

Pengertian Perizinan Berusaha didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (selanjutnya disebut dengan

Undang-Undang Cipta Kerja), sebagai berikut:

“Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.”

Selanjutnya pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal di atas
didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang tersebut, sebagai

berikut:
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“Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.”

Apabila ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi
ditafsirkan secara sistematis terhadap Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 1 Angka 8
Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dilihat bahwa setiap usaha orang
perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi sebagai penyedia jasa wajib
memenuhi perizinan berusaha, yang mana perizinan berusaha merupakan
legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.
Adapun orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi tersebut disebut
juga sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang jasa konstruksi. Hal tersebut ditegaskan juga dalam Pasal 1 Angka 19

PP 14/2021 yang berbunyi:

“Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang
diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk
menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.”

Adapun penjelasan mengenai ketentuan bagi penyedia jasa atau pelaku usaha
di bidang usaha jasa konstruksi yang diwajibkan memiliki perizinan berusaha

dapat dilihat dalam Bagan 5.5. sebagai berikut:
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Bagan S.5.
Kewajiban Perizinan Berusaha Bagi Penyedia Jasa atau

Pelaku Usaha di Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Penyedia jasa/pelaku
usaha di bidang jasa
konstruksi
\ 4 \ 4 v
Usaha orang Badan usaha Badan usaha yang
perseorangan berbadan hukum tidak berbadan
(tanpa membentuk hukum
badan usaha)
v v v
N\
Kualifikasi Kualifikasi Kualifikasi
usaha kecil usaha menengah usaha besar
J
"' """"""" [ Wajib memiliki
Perizinan Berusaha LEGALITAS

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Bagan 5.5. memperlihatkan bahwa penyedia jasa atau pelaku usaha dalam
bidang usaha jasa konstruksi dapat merupakan usaha orang perseorangan
(dalam hal ini tidak membentuk badan usaha), badan usaha berbadan hukum,
dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun terhadap badan usaha
berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum harus
memenuhi kualifikasi usaha kecil, kualifikasi usaha menengah, atau

kualifikasi usaha besar. Selanjutnya, terhadap setiap penyedia jasa atau
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pelaku usaha dalam bidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki perizinan

berusaha yang merupakan legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Selanjutnya, bagi badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa
konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha, yang mana pengertiannya
didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Jasa Konstruksi,

sebagai berikut:

“Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap
klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa
Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa
Konstruksi asing.”

Selanjutnya pengaturan mengenai kewajiban memiliki Sertifikat Badan
Usaha diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi,

sebagai berikut:

“Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki
Sertifikat Badan Usaha.”
Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (1) PP 14/2021

sebagai berikut:

“Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki
Sertifikat Badan Usaha.”

Keberadaan Sertifikat Badan Usaha menjadi penting bagi badan usaha
yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi karena merupakan tanda bukti

pengakuan terhadap kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang
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menjadi persyaratan sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 70A Ayat (1)

PP 14/2021.

Adapun dapat ditelusuri bahwa sertifikat badan usaha jasa konstruksi di

atas merupakan bentuk dari perizinan berusaha di bidang usaha jasa

konstruksi. Hal tersebut terlihat dari penjelasan pada Pasal 81 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 yang berbunyi:

“Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor
jasa konstruksi terdiri atas:

d.

c.

a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;
b.
c.

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi;

registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
(BUJKA);

Lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
dan

Lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi.”

Penjelasan mengenai Pasal di atas dapat dilihat dalam Bagan 5.6. sebagai

berikut:
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Bagan 5.6.
Pihak-Pihak Penyelenggara Layanan Usaha Jasa Konstruksi

Penyedia jasa/pelaku
usaha di bidang jasa
konstruksi
\ 4 \ 4 v
Usaha orang Badan usaha Badan usaha yang
perscorangan berbadan hukum tidak berbadan
(tanpa membentuk hukum
badan usaha)
i A\ 4 i
N\
Kualifikasi Kualifikasi Kualifikasi
usaha kecil usaha menengah usaha besar
J/
----------------------"- -------------- [ Wajib memiliki ]
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha
Bidang Jasa Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi LIEEALL A
"""""""" { dalam bentuk ]
Sertifikat Badan Usaha

Jasa Konstruksi

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.6. di atas, dipahami bahwa pihak-pihak yang dapat
menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi/pelaku usaha yang
melakukan usaha pada bidang usaha konstruksi ialah penyedia jasa

konstruksi yang mencakup:

a. orang perseorangan yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang

Jasa Konstruksi;
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b. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha
kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha
Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha;

dan

¢. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi
usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan
Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan

Usaha.

Selanjutnya akan ditelusuri lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud
dengan KSO. Dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya bahwa badan usaha
KSO hanya dikenal dalam kegiatan usaha pada bidang jasa konstruksi yang
mana pengertiannya diatur dalam Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021, sebagai

berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja
sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai
hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian
tertulis.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021, dipahami unsur-unsur KSO

adalah sebagai berikut:

a. Kerja sama usaha antar pelaku usaha;
b. Masing-masing pelaku usaha yang saling bekerja sama memiliki

hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas; dan
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c. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas tersebut timbul dari
adanya perjanjian tertulis.
Adapun penjelasan di atas digambarkan ke dalam Bagan 5.7. sebagai

berikut:

Bagan 5.7.
Unsur-Unsur KSO Berdasarkan Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021

4 \

Unsur-unsur Kerja sama usaha antar pelaku usaha
KSO J L y
4 )

Masing-masing pelaku usaha yang saling
bekerja sama memiliki hak, kewajiban, dan
tanggung jawab yang jelas

- J
4 N
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang
jelas tersebut timbul dari adanya perjanjian
tertulis

Y

J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Sementara itu dalam kepustakaan ilmu hukum, ditemukan pengertian
KSO menurut Gunawan Widjaja yang merupakan persekutuan yang didirikan
secara khusus oleh para anggota KSO dengan cara membentuk perjanjian
pendirian KSO, yang mana para anggota KSO memasukkan bagian modalnya
untuk menjalankan kegiatan usaha KSO yang sifatnya sementara dan KSO

akan bubar dengan sendirinya apabila kegiatan usaha KSO telah selesai.!8¢

186 Ibid.
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur KSO

menurut Gunawan Widjaja adalah sebagai berikut:

a. Persekutuan yang didirikan secara khusus oleh para anggota KSO;
b. Pendirian dilakukan dengan cara membentuk perjanjian pendirian
KSO;
c. Para anggota KSO memasukkan bagian modalnya untuk
menjalankan kegiatan usaha KSO; dan
d. Kegiatan usaha KSO yang dilakukan bersifat sementara sehingga
KSO bubar dengan sendirinya apabila kegiatan usaha KSO telah
berakhir.
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa KSO menurut Gunawan Widjaja
merupakan bentuk usaha persekutuan yang dibuat melalui perjanjian oleh dan
antara anggota KSO, dengan kewajiban memasukkan modal untuk
menjalankan kegiatan usaha KSO yang sifatnya sementara sehingga KSO

akan berakhir apabila pekerjaan tersebut telah selesai.

Selanjutnya M. Yahya Harahap sebagaimana disitir oleh Dwi Novita
Sari menyatakan bahwa Joint Operation (JO) atau KSO didirikan untuk
mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek tertentu yang mana hasil

keuntungannya akan dibagi bersama-sama secara proporsional untuk tiap-tiap
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anggota KSO.'"®” Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa menurut M.

Yahya Harahap, unsur-unsur KSO adalah sebagai berikut:

a. KSO didirikan oleh anggota-anggota KSO;
b. KSO didirikan untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu proyek
tertentu; dan
c. Hasil keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha KSO akan dibagi
bersama-sama secara proporsional kepada tiap-tiap anggota KSO.
Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa menurut M. Yahya Harahap,
tujuan dibentuknya KSO adalah semata-mata untuk mencari keuntungan,
yang mana keuntungan tersebut didapat dari adanya penyelesaian suatu
proyek tertentu oleh KSO. Sehingga pembagian keuntungan yang akan
didapatkan oleh para anggota KSO hanya diatur berdasarkan porsi pembagian
keuntungan yang telah disepakati bersama antara para anggota KSO dalam

klausul perjanjian KSO.

Selanjutnya, terhadap pembagian keuntungan KSO yang diatur
berdasarkan porsi pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian KSO, hal
ini ditegaskan oleh pendapat Julius Caesar Transon Simorangkir yang
menyatakan bahwa KSO yang sering kali dikenal juga dengan konsorsium
merupakan sebuah kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk

melaksanakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan porsi

137 Dwi Novita Sari, Op.Cit.
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pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian.!'®® Berdasarkan penjelasan
tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur KSO menurut Julius Caesar Transon

Simorangkir adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan bersama antara subjek hukum;
b. Kesepakatan bersama tersebut untuk melaksanakan suatu pekerjaan
secara bersama-sama oleh dan antara subjek hukum; dan
c. Porsi pekerjaan yang dilaksanakan oleh dan antara subjek hukum
tersebut sudah ditentukan dalam perjanjian.
Dari unsur KSO menurut Julius Caesar Transon Simorangkir tersebut, dilihat
bahwa KSO dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama oleh dan antara
subjek hukum. Selanjutnya tujuan dibentuknya kesepakatan bersama tersebut
adalah untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama yang mana porsi
pekerjaan masing-masing subjek hukum yang menjadi anggota KSO sudah

ditentukan dalam perjanjian.

Selanjutnya unsur-unsur KSO menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya
Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir disajikan ke dalam Tabel

5.1. sebagai berikut:

138 Julius Caesar Transon Simorangkir, Op.Cit.
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Unsur KSO Menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius

Caesar Transon Simorangkir

No. Unsur KSO Unsur KSO Menurut | Unsur KSO Menurut

Menurut Gunawan | M. Yahya Harahap | Julius Caesar Transon
Widjaja Simorangkir

1. | Persekutuan yang | KSO didirikan oleh | Kesepakatan  bersama
didirikan secara | anggota-anggota KSO. | antara subjek hukum.
khusus oleh para
anggota KSO.

2. | Pendirian  dilakukan | KSO didirikan untuk | Kesepakatan bersama
dengan cara | mengerjakan dan | tersebut untuk
membentuk perjanjian | menyelesaikan suatu | melaksanakan suatu
pendirian KSO. proyek tertentu. pekerjaan secara

bersama-sama oleh dan
antara subjek hukum.

3. | Para anggota KSO | Hasil keuntungan yang | Porsi pekerjaan yang
memasukkan bagian | didapat dari kegiatan | dilaksanakan oleh dan
modalnya untuk | usaha KSO  akan | antara subjek hukum
menjalankan kegiatan | dibagi bersama-sama | tersebut sudah
usaha KSO. secara  proporsional | ditentukan dalam

kepada tiap-tiap | perjanjian.
anggota KSO.

4. | Kegiatan usaha KSO
yang dilakukan
bersifat sementara
sehingga KSO bubar
dengan sendirinya
apabila kegiatan usaha
telah berakhir.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan Tabel 5.1. dapat disarikan unsur-unsur KSO sebagaimana

dijelaskan oleh Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar

Transon Simorangkir, di antaranya adalah KSO didirikan berdasarkan
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perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO, di mana tiap-tiap
anggota KSO memiliki kewajiban untuk memasukkan modal usaha bersama
ke dalam KSO, yang modalnya ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan
usaha KSO yang bersifat sementara demi mencapai keuntungan bersama-
sama yang akan dibagi secara proporsional kepada tiap-tiap anggota KSO.
Penjelasan mengenai unsur-unsur KSO sebagaimana dijelaskan oleh
Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon

Simorangkir dimuat ke dalam Bagan 5.8. sebagai berikut:

Bagan 5.8.

Unsur-Unsur KSO Berdasarkan Gunawan Widjaja, M. Yahya
Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir

4 N\
Unsur-unsur 1 Didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat
KSO oleh dan antara anggota KSO
\. /
J 4 N

v

Tiap-tiap anggota KSO memiliki kewajiban
untuk memasukkan modal usaha bersama ke
L dalam KSO

\ 4

J
e ~
Modalnya ini digunakan untuk melaksanakan
kegiatan usaha KSO yang bersifat sementara

\. J

~

Untuk mencapai keuntungan bersama-sama
yang akan dibagi secara proporsional kepada
tiap-tiap anggota KSO

\ J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa KSO hanya didirikan sementara
dengan hak dan kewajiban masing-masing anggota yang diatur di dalam

perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO, sehingga perjanjian
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KSO merupakan syarat terutama untuk mendirikan KSO sehingga seluruh
tindakan dan perilaku anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usaha KSO

harus berdasarkan kepada apa yang ditentukan dalam perjanjian KSO.

Apabila pengertian KSO sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka
56 PP 14/2021 dikaitkan dengan pendapat Gunawan Widjaja, M. Yahya
Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir, maka dapat dilihat bahwa

unsur-unsur KSO adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian KSO dibuat oleh dan antara para pihak anggota KSO;

b. Adanya pemasukan modal usaha bersama ke dalam KSO;

c¢. Adanya kerja sama untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha

bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu; dan

d. Adanya pembagian keuntungan bersama.
Empat unsur tersebut merupakan unsur yang mutlak yang harus dipenuhi
sebagai persyaratan dalam pembentukan badan usaha KSO yang mana
keseluruhan unsur tersebut harus dituangkan dalam klausul perjanjian
pembentukan KSO yang dibuat oleh dan antara anggota KSO. Penjelasan di

atas, dimuat dalam Bagan 5.9. sebagai berikut:
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Bagan 5.9.
Unsur-Unsur Mutlak Pembentukan KSO

( A
Unsur-unsur mutlak Perjanjian KSO dibuat oleh dan antara para
pembentukan KSO J > pihak anggota KSO
\ y,
4 N\
Adanya pemasukan modal usaha bersama ke
dalam KSO
N J
4 N

.| Adanya kerja sama untuk mengerjakan
sesuatu kegiatan usaha bersama yang
L dilakukan dalam waktu tertentu

J

s N

Adanya pembagian keuntungan bersama

\ 4

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berangkat dari penjelasan ini, maka selanjutnya dibahas lebih lanjut
mengenai pembentukan KSO. Apabila melihat penjelasan Pasal 1 Angka 56
PP 14/2021 yang mana memuat unsur-unsur KSO, yang selanjutnya dapat
dipahami bahwa perjanjian tertulis yang dibuat oleh dan antara anggota KSO
itu merupakan syarat terutama dalam pembentukan KSO. Perjanjian tersebut
merupakan dasar perikatan yang jelas yang di dalamnya memuat hak,
kewajiban, dan tanggung jawab anggota KSO. Selanjutnya dasar perikatan
tersebut harus dijadikan sebagai pedoman bagi anggota KSO dalam
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan
yang ada dalam perjanjian tersebut merupakan hukum positif yang harus
ditaati antara anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usahanya, di

samping peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KSO.
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Adapun mengenai siapa saja para pihak anggota KSO akan dijelaskan

lebih lanjut di bawah ini.

Adapun seperti diketahui penyedia jasa/pelaku usaha dalam kegiatan

usaha di bidang jasa konstruksi mencakup:

a. orang perseorangan yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa

Konstruksi;

b. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil,
menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang

Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan

c. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha
kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha

Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.

Di samping itu, seperti dijelaskan dalam definisi KSO pada Pasal 1
Angka 56 PP 14/2021 dikaitkan dengan pendapat Gunawan Widjaja,
memperlihatkan secara tegas bahwa para pihak anggota KSO ialah pelaku
usaha di bidang usaha jasa konstruksi. Hanya saja dalam pelaksanaan bidang
usaha jasa konstruksi, hal tersebut perlu dikaitkan lebih lanjut dengan
ketentuan mengenai tata cara pembentukan KSO sehingga akan dapat

diketahui siapa saja pihak yang dapat menjadi anggota KSO.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Jasa Konstruksi diatur kewajiban

pembentukan KSO yang berbunyi:
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“Badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha perseorangan Jasa
Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di
wilayah Indonesia wajib membentuk:

a. kantor perwakilan; dan/atau
b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal
dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.”

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi

berbunyi sebagai berikut:

“Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a
wajib:

a.

b.
C.

berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan
kualifikasi besar;

memenuhi Perizinan Berusaha;

membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa
Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi
Perizinan Berusaha;

mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada
tenaga kerja asing;

menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi
kantor perwakilan;

mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi
dalam negeri;

memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan
lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;

melaksanakan proses alih teknologi; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”

Jika Pasal 32 Undang-Undang Jasa Konstruksi ditafsirkan secara

sistematis terhadap Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi,

dipahami bahwa kantor perwakilan yang wajib dibentuk oleh badan usaha

jasa konstruksi asing atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang

hendak melaksanakan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia, memiliki

kewajiban sebagai berikut:
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a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan

kualifikasi besar;

b. memenuhi Perizinan Berusaha;

c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi

nasional berkualifikasi besar yang memenuhi perizinan berusaha;

d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga

kerja asing;

e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi

kantor perwakilan;

f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi

dalam negeri;

g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan

lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;

h. melaksanakan proses alih teknologi; dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 32 dan Pasal 33 Ayat (1) huruf a sampai dengan ¢ Undang-
Undang Jasa Konstruksi menerangkan bahwa badan usaha jasa konstruksi
asing (selanjutnya disingkat dengan BUJKA)/usaha perseorangan jasa
konstruksi asing yang hendak melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia
melalui kantor perwakilannya yang wajib berbentuk badan usaha dengan

kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar dan memiliki perizinan
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berusaha; wajib membentuk KSO dengan badan usaha jasa konstruksi
nasional berkualifikasi besar yang memenuhi perizinan berusaha. Penjelasan

tersebut dapat dilihat dalam Bagan 5.10. sebagai berikut:

Bagan 5.10.

Kewajiban BUJKA dan Usaha Perseroangan Jasa Konstruksi Asing
yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Usaha perseorangan jasa konstruksi
(BUJKA) yang akan melaksanakan asing yang akan melaksanakan
kegiatan usaha jasa konstruksi di kegiatan usaha jasa konstruksi di
Indonesia Indonesia

| |
v

Badan usaha berbadan hukum Indonesia
melalui kerja sama modal dengan badan
usaha jasa konstruksi nasional

Kantor perwakilan

Berbentuk badan usaha dengan kualifikasi
yang setara dengan kualifikasi besar yang
memenuhi perizinan berusaha

Membentuk f========-
KSO

\ 4

Badan usaha jasa konstruksi nasional
yang memiliki kualifikasi besar

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Kewajiban di atas menunjukkan kerja sama antara 2 (dua) badan usaha
dengan membentuk KSO. Dari penjelasan di atas, maka para pihak anggota
KSO ialah pelaku usaha yang melakukan usaha pada bidang usaha konstruksi,

yang mana pelaku usaha yang dimaksud berbentuk badan usaha, baik badan
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usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan

hukum.

Selanjutnya, akan dijelaskan lebih lanjut dengan melihat ketentuan

Pasal 70A Ayat (1) PP 14/2021 yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi:

a. kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi; dan

b. persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang
dikerjakan.”

Selanjutnya perlu dilihat juga Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 yang

menyatakan sebagai berikut:

“Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A yang
berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.”

Jika Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 ditafsirkan secara sistematis
terhadap Pasal 70A Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa penyedia jasa
konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang telah memenuhi kualifikasi dan
klasifikasi usaha jasa konstruksi serta persyaratan penawaran sesuai dengan

jenis pekerjaan yang dikerjakan, dapat melaksanakan KSO.

Selanjutnya, Pasal 70 C Ayat (2) PP 14/2021 menyatakan sebagai

berikut:

“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha
menengah;
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c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha
menengah;

d. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil;

e. memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil. ”

Sementara itu berdasarkan Pasal 70C Ayat (3) PP 14/2021, yang

berbunyi sebagai berikut:

“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan
oleh:

a. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi

usaha kecil; dan

b. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi

usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi.”

Jika Pasal 70C Ayat (2) dan Ayat (3) PP 14/2021 ditafsirkan secara
sistematis terhadap Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa KSO
yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan
usaha, yang telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi
serta persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan,

dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan kualifikasi badan usaha jasa

konstruksi, sebagai berikut:

a. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar
dengan kualifikasi usaha besar;

b. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah
dengan kualifikasi usaha menengah;

c. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar

dengan kualifikasi usaha menengah;
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d. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah
dengan kualifikasi usaha kecil; dan
e. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil
dengan kualifikasi usaha kecil, yang dalam hal ini dilarang untuk
pekerjaan konstruksi.
Adapun terhadap penjelasan di atas, dapat dilihat dalam Bagan 5.11. sebagai

berikut:

Bagan 5.11.
Kualifikasi Pihak Yang Dapat Menjadi Anggota KSO

4 )

Penyedia jasa konstruksi Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi besar dengan kualifikasi besar

n <
O /_lq\

K

/
\

Y4

Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi menengah

Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi menengah

R




Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi besar

Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi menengah

\

o
/

Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi menengah

Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi kecil

=

AN

N
/

Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi kecil

(dilarang untuk pekerjaan
konstruksi)

=

n

w
J 1\

Penyedia jasa konstruksi
berbentuk badan usaha
dengan kualifikasi kecil

(dilarang untuk pekerjaan
konstruksi)

o

\ 4
KSO
v
SO
\ 4
N
SO

=

AN

/

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Selanjutnya berdasarkan Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021, yang berbunyi

sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO

(leadfirm).”
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Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 ditafsirkan secara
sistematis dengan Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa dalam
melaksanakan KSO yang dibentuk oleh para anggota KSO yang berupa
penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang telah memenuhi
kualifikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi serta persyaratan penawaran
sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, maka salah satu badan usaha

anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (leadfirm).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70C Ayat (5) PP 14/2021, yang berbunyi

sebagai berikut:

“Pimpinan KSO (leadfirm) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
memiliki Kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha
anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70%
(tujuh puluh persen).”

Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (5) PP 14/2021 ditafsirkan secara
sistematis dengan Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 dipahami bahwa pimpinan
KSO dalam KSO yang dibentuk oleh para anggota KSO yang berupa
penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud
pada Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 harus memiliki kualifikasi setingkat atau
lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan

paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 C Ayat (6) PP 14/2021 diatur

ketentuan batasan jumlah anggota KSO, yang berbunyi sebagai berikut:
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“Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan:
a. Untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling
banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
b. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5
(lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.”
Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (6) PP 14/2021 ditafsirkan secara
sistematis dengan Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa terdapat
batasan jumlah anggota KSO pada badan usaha KSO yang dibentuk oleh

penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud

pada Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling
banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan

b. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5
(lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70C Ayat (7) PP 14/2021, yang berbunyi

sebagai berikut:

“Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab atas:

Pelaksanaan kontrak;

Kesesuaian kualitas barang/jasa;

Ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
Ketepatan waktu penyerahan;

Ketepatan tempat penyerahan; dan
Penerapan keselamatan konstruksi.”

moe oo o

Apabila penjelasan Pasal 70C Ayat (7) PP 14/2021 ditafsirkan secara
sistematis dengan penjelasan Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 dipahami bahwa

penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud
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pada Pasal 70C Ayat (1) PP 14/2021 yang melaksanakan KSO bertanggung

jawab atas:

a. Pelaksanaan kontrak;

b. Kesesuaian kualitas barang/jasa;

c. Ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;

d. Ketepatan waktu penyerahan;

e. Ketepatan tempat penyerahan; dan

f. Penerapan keselamatan konstruksi.

Dari penafsiran sistematis yang telah dilakukan terhadap ketentuan
Pasal 70C PP 14/2021, para pihak anggota KSO ialah pelaku usaha yang
menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi yang disebut juga

penyedia jasa konstruksi, yang meliputi:

a. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha
kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha
Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha;
dan

b. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi
usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan
Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan
Usaha.

Selanjutnya, para pihak anggota KSO harus memenuhi ketentuan

kualifikasi dalam membentuk KSO sebagai berikut:
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a. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar
dengan kualifikasi usaha besar;

b. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah
dengan kualifikasi usaha menengah;

c. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar
dengan kualifikasi usaha menengah;

d. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah
dengan kualifikasi usaha kecil; dan

e. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil
dengan kualifikasi usaha kecil, yang dalam hal ini dilarang untuk
pekerjaan konstruksi.

Adapun penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO

dapat dilihat dalam Gambar 5.1. sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Pihak-Pihak yang Dapat Menjadi Anggota KSO

Badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha kecil,
menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa
Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha

Pihak-Pihak

yang dapat
menjadi anggota  Badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan kualifikasi usaha
KSO kecil, menengah, atau besar) yang memiliki Perizinan Berusaha

Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berangkat dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pembentukan
KSO, para pihak anggota KSO wajib membentuk perjanjian KSO yang

mengikat di antara para pihak anggota KSO.
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Adapun apabila berbicara mengenai perjanjian, seperti yang dijelaskan
dalam bab sebelumnya, perjanjian melahirkan perikatan, di samping hukum
melahirkan perikatan sebagaimana yang terlihat dalam Pasal 1233
KUHPerdata. Selanjutnya perjanjian dimaknakan dalam Pasal 1313
KUHPerdata sebagai perbuatan di antara 2 (dua) pihak atau lebih yang
bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu.
Apabila melihat penjelasan Pasal di atas, dapat dilihat bahwa unsur-unsur

perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Adanya 2 (dua) pihak atau lebih; dan
b. Saling mengikatkan dirinya satu sama lain untuk melaksanakan
sesuatu.
Penjelasan mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian dapat dilihat dalam

Bagan 5.12. sebagai berikut:

Bagan 5.12.

Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian

[ Perikatan ]

[ Perjanjian ] [ Hukum ]

| 1 1

[ Pihak A Pihak B ] [ Pihak (...) ]

Saling
mengikatkan diri

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

A
\ 4
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Dari penjelasan Bagan 5.12 di atas dapat dilihat bahwa perikatan dapat
bersumber dari perjanjian dan hukum, dalam hal perikatan bersumber dari
perjanjian terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya

satu sama lain.

Selanjutnya, seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, perjanjian KSO
merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) dikarenakan perjanjian
KSO tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Penegasan tersebut
ditegaskan oleh pendapat Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari yang
menyatakan bahwa perjanjian KSO digolongkan ke dalam perjanjian tidak
bernama (innominaat) yang bersifat saling menguntungkan akibat adanya
kehendak dari 2 (dua) atau lebih badan usaha untuk melakukan penggabungan
modal usaha demi melaksanakan suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan
bersama, yaitu memperoleh keuntungan dan memperkecil risiko.!®® Dari
penjelasan di atas dipahami bahwa, perjanjian KSO merupakan perjanjian
tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Adapun
pada hakikatnya, perjanjian KSO merupakan kesepakatan bersama yang
dibuat oleh para pihak anggota KSO untuk membuat usaha bersama demi

mencapai tujuan tertentu dalam hal ini adalah mencapai keuntungan.

189 Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari, Op.Cit.
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Selain itu secara umum Pasal 1338 KUHPerdata mengatur mengenai
ketentuan kebebasan berkontrak yang pada intinya memberikan kewenangan
kepada para pembuatnya untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut
sepanjang tidak melanggar norma-norma yang ada. Hal tersebut akan
berkaitan dengan perjanjian innominaat di mana dapat terlihat bahwa
perjanjian innominaat muncul karena adanya prinsip kebebasan berkontrak
yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penjelasan mengenai KSO adalah

perjanjian innominaat dapat dilihat dalam Bagan 5.13. sebagai berikut:

Bagan 5.13.

Perjanjian KSO Merupakan Perjanjian Tidak Bernama (Innominaat)

[ Perjanjian Menurut Pasal 1319 KUHPerdata ]

4 N\
Perjanjian tidak Perjanjian bernama/
bernama/innominaat nominaat
\
| |
s s N
Tidak diatur secara khusus Diatur secara khusus
oleh Undang-Undang oleh Undang-Undang
\_ \_ J
|
Perjanjian KSO adalah
perjanjian tidak bernama
karena tidak diatur oleh |~
Undang-Undang Pasal 1338
- -- KUHPerdata

Para pihak berhak
menentukan isi
perjanjian sesuai
kehendaknya

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari penjelasan Bagan 5.13. di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) jenis
perjanjian menurut Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak bernama
(innominaat) dan perjanjian bernama (nominaat). Perjanjian KSO merupakan
perjanjian tidak bernama dikarenakan perjanjian KSO tidak diatur secara
khusus dalam KUHPerdata, melainkan perjanjian KSO dibuat oleh para
anggota KSO berdasarkan kehendaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan
Pasal 1338 KUHPerdata yang memberikan kewenangan kepada anggota
KSO untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya sepanjang tidak

bertentangan dengan norma yang berlaku.

Apabila ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata dikaitkan dengan pendapat
Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari serta ketentuan Pasal 1338

KUHPerdata dapat dipahami bahwa KSO:

1. Dibentuk dari adanya perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang
saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu usaha
bersama guna mencapai tujuan bersama;

2. Dalam hal ini perjanjian KSO dikatakan perjanjian tidak bernama
karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata; dan

3. Oleh karenanya, para pihak anggota KSO diberikan kewenangan
untuk bebas menentukan isi perjanjian sehingga konsekuensinya,
Perjanjian KSO tersebut harus ditaati dan berlaku layaknya undang-
undang bagi para anggota KSO dalam menjalankan kegiatan usaha

KSO.
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelusuri karakteristik lain dari
Perjanjian KSO selain merupakan perjanjian tidak bernama, termasuk juga
perjanjian obligatoir berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata karena
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak anggota KSO dalam
Perjanjian KSO dan perjanjian timbal balik karena Perjanjian KSO
menimbulkan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak anggota KSO dalam

Perjanjian KSO.!°

Dengan demikian dalam pembentukan KSO, badan usaha yang dapat
menjadi para pihak anggota KSO harus membentuk Perjanjian KSO yang
memiliki karakteristik perjanjian tidak bernama, perjanjian obligatoir,
serta perjanjian timbal balik, untuk saling mengikatkan diri guna melakukan
suatu kerja sama menyelesaikan dan/atau mengerjakan proyek tertentu demi
memperoleh keuntungan bersama. Selanjutnya, penjelasan di atas dapat

dilihat dalam penjelasan Bagan 5.14. sebagai berikut:

190 Djaja S. Meliala, Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual-Beli, Sewa-Menyewa,
Pinjam-Meminjam, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 4.
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Pembentukan Badan Usaha KSO oleh PT A, PT B, dan PT C

Badan usaha

PTA

Badan usaha

PTB

Badan usaha

PTC

Perjanjian Pembentukan
Badan Usaha KSO

“Perjanjian KSO”

/

Hak
Anggota KSO

Oy )

Akibat[Hukum

A 4

Kewajiban

Anggota KSO

T

Tanggung Jawab
Anggota KSO

\

/

A 4

Perjanjian KSO melahirkan perikatan di

antara Para Anggota KSO

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Bagan 5.14. di atas mencontohkan pembentukan badan usaha KSO

yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, yakni badan usaha

PT A, badan usaha PT B, dan badan usaha PT C. Ketiga badan usaha PT ini

sepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam perjanjian KSO dengan
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maksud bekerja sama membentuk badan usaha KSO, dengan tidak
membentuk badan hukum baru. Karena itu, ketiga badan usaha PT tersebut
menjadi pihak-pihak dalam perjanjian KSO untuk bersepakat mengatur
hubungan hukum di antara para pihak sebagai anggota-anggota KSO. Dalam
perjanjian KSO tersebut dituangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para
pihak anggota KSO. Hal tersebut merupakan akibat hukum dari perjanjian
KSO yang dibentuk oleh para pihak anggota KSO. Dari penjelasan di atas
dipahami, pembentukan badan usaha KSO oleh badan usaha yang berbadan
hukum dilakukan dengan cara membentuk perjanjian KSO yang melahirkan
perikatan yang mana merupakan hubungan hukum di antara para pihak dalam
perjanjian KSO sebagai anggota-anggota KSO. Pada bagan di atas merupakan
contoh pembentukan badan usaha KSO yang dilakukan oleh badan usaha
yang berbadan hukum, yang selanjutnya diuraikan contoh pembentukan
badan usaha KSO yang dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan

hukum.
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Bagan 5.15.
Pembentukan Badan Usaha KSO oleh CV A, CV B, dan CV C

Badan usaha Badan usaha Badan usaha

CVA CVB CcvcC

Perjanjian Pembentukan
Badan Usaha KSO

“Perjanjian KSO”

/ Akibat Hukum \

Hak Kewajiban Tanggung Jawab
Anggota KSO Anggota KSO Anggota KSO

Perjanjian KSO melahirkan perikatan
di antara Para Anggota KSO

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Bagan 5.15. di atas mencontohkan pembentukan badan usaha KSO yang
dilakukan oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu badan usaha

CV A, badan usaha CV B, dan badan usaha CV C. Ketiga badan usaha yang
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tidak berbadan hukum dalam bentuk CV ini sepakat untuk saling
mengikatkan diri ke dalam Perjanjian KSO dengan maksud bekerja sama
membentuk badan usaha KSO, dengan tidak membentuk badan hukum baru.
Karena itu, ketiga badan usaha CV tersebut menjadi pihak-pihak dalam
Perjanjian KSO untuk bersepakat mengatur hubungan hukum di antara para
pihak sebagai anggota-anggota KSO. Dalam Perjanjian KSO tersebut
dituangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak anggota KSO.
Hal tersebut merupakan akibat hukum dari Perjanjian KSO yang dibentuk
oleh para pihak anggota KSO. Dari penjelasan di atas dipahami, pembentukan
badan usaha KSO oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum dilakukan
dengan cara membentuk Perjanjian KSO yang melahirkan perikatan yang
mana merupakan hubungan hukum di antara para pihak dalam Perjanjian
KSO sebagai anggota-anggota KSO. Dari kedua bagan di atas dipahami cara
pembentukan KSO yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang
dapat berbentuk PT maupun yang dilakukan oleh badan usaha tidak berbadan

hukum yang dapat berbentuk CV.

Dari Bagan 5.14. dan Bagan 5.15. dapat dilihat bahwa Perjanjian KSO
memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara anggota KSO. Adanya
keharusan menuangkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tersebut dalam
Perjanjian KSO sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 56
PP 14/2021 di atas. Selanjutnya sebagai contoh, apabila melihat Perjanjian

KSO yang dibuat antara PT Amarta Karya (Persero) dengan PT Kwarsa
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Hexagon, hal penting yang harus dimuat dalam Perjanjian KSO adalah

sebagai berikut:!!

a. Ketentuan mengenai ruang lingkup pekerjaan masing-masing
anggota KSO;
b. Jangka waktu pendirian KSO;
c. Pemilihan pimpinan KSO (lead firm) dan anggota KSO;
d. Porsi modal yang harus disetorkan masing-masing anggota KSO ke
dalam rekening KSO;
e. Porsi keuntungan masing-masing anggota KSO beserta ketentuan
pembagian keuntungannya;
f. Tanggung jawab kepada pemberi tugas dan/atau pihak ketiga; dan
g. Ketentuan apabila KSO tersebut telah selesai atau dibubarkan.
Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) bagian
penting yang harus ada dalam klausul Perjanjian KSO, yakni hak, kewajiban,

dan tanggung jawab yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak anggota KSO
Hak anggota KSO yang akan didapatkan adalah hak pembagian
keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh
badan usaha KSO tersebut.

b. Kewajiban anggota KSO

191 Perjanjian Kerja Sama Operasi AMKA-KWARSA, KSO, Op.Cit.



199

Kewajiban yang harus ditaati oleh anggota KSO adalah mengenai
modal yang harus disetorkan kepada KSO, di mana modal tersebut
penting karena modal tersebut digunakan untuk menjalankan
kegiatan usaha KSO. Dalam Perjanjian KSO juga harus dimuat
mengenai ketentuan apabila salah satu pihak terlambat atau tidak
melakukan pemasukan modal ke dalam KSO.

c. Tanggung jawab anggota KSO

Tanggung jawab anggota KSO dapat mencakup tanggung jawab
kepada pihak ketiga. Dalam klausul tersebut harus dijelaskan
konsekuensi apabila salah satu anggota KSO tidak menaati salah
satu klausul Perjanjian KSO yang akan mengakibatkan kerugian
sehingga anggota KSO perlu melakukan ganti kerugian.

Dari penjelasan di atas, dapat memperlihatkan bahwa Perjanjian KSO
yang di dalamnya memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota KSO
menjadi dasar pembentukan KSO, yang mana KSO hanya dibentuk untuk
melakukan suatu kegiatan usaha bersama dalam waktu tertentu saja.
Berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang disebutkan di atas,
tidak ada satupun klausul Perjanjian KSO yang dimaksudkan untuk
membentuk badan usaha berbadan hukum bagi KSO sehingga dapat dipahami
bahwa badan usaha KSO merupakan badan usaha yang tidak berbadan

hukum.
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Dalam kaitan badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum, setelah
ditelusuri lebih lanjut, keberadaan KSO erat kaitannya dengan Persekutuan
Perdata (Maatschaap) yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan
KUHPerdata pada Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Hal ini disebutkan
juga sebelumnya oleh Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa KSO
digolongkan sebagai persekutuan yang didirikan secara khusus oleh para
anggota KSO dengan cara membentuk perjanjian pendirian KSO, yang mana
para anggota KSO memasukkan bagian modalnya untuk menjalankan
kegiatan usaha KSO yang sifatnya sementara dan akan bubar dengan
sendirinya apabila kegiatan usaha KSO telah selesai.'®> Sementara itu, M.
Yahya Harahap sebagaimana disitir oleh Dwi Novita Sari berpendapat bahwa
ditinjau dari segi hukum perdata, bentuk badan usaha KSO hampir sama
dengan Persekutuan Perdata (Maatschaap) yang diatur di dalam

KUHPerdata.!*?

Demikian juga dinyatakan menurut Julius Caesar Transon Simorangkir,
KSO yang disebut juga dengan konsorsium dalam Hukum Dagang termasuk
ke dalam Persekutuan Perdata (Maatschaap), yang mana merupakan badan
usaha yang tidak berbadan hukum, yang hanya dilahirkan dari perjanjian

194

antara para subjek hukum sebagai para pendirinya saja.””* Dari ketiga

pendapat di atas dapat dilihat bahwa bentuk badan usaha KSO yang tidak

192 Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm 118-119.
193 Dwi Novita Sari, Op.Cit.
194 Julius Caesar Transon Simorangkir, Op.Cit.
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berbadan hukum identik dengan bentuk Persekutuan Perdata

(Maatschaap).

Selanjutnya seperti terlihat dalam pengertian Persekutuan Perdata
(Maatschaap) yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata yang menyebutkan

bahwa:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan,
dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Persekutuan Perdata
(Maatschaap) merupakan penggabungan antara 2 (dua) orang atau lebih yang
saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu berupa uang, barang atau
tenaga termasuk keahlian ke dalam persekutuan untuk bekerja sama
mengerjakan sesuatu demi memperoleh keuntungan.!®> Sehingga dapat
dilihat bahwa unsur dalam Persekutuan Perdata (Maatschaap) menurut Pasal

1618 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Adanya perjanjian pendirian persekutuan yang dibuat oleh dan
antara 2 (dua) orang atau lebih;

b. Adanya pemasukan (inbreng) oleh tiap-tiap sekutu ke dalam
persekutuan;

c. Adanya kerja sama untuk mengerjakan sesuatu; dan

195 Ibid, hlm 239.
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d. Adanya pembagian keuntungan.

Penjelasan mengenai

unsur-unsur

KSO dan Persekutuan Perdata

(Maatschaap) di atas dapat dilihat dalam Tabel 5.2. sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Unsur KSO Menurut Ahli dan Unsur Persekutuan Perdata (Maatschaap)
Menurut Pasal 1618 KUHPerdata

No.

Unsur KSO Menurut Gunawan
Widjaja, M. Yahya Harahap, dan
Julius Caesar Transon
Simorangkir

Unsur Persekutuan Perdata
(Maatschaap) Menurut Pasal
1618 KUHPerdata

KSO didirikan berdasarkan
perjanjian pembentukan KSO yang
dibuat oleh dan antara anggota
KSO.

Adanya  perjanjian  pendirian
persekutuan yang dibuat oleh dan
antara 2 (dua) orang atau lebih.

Tiap-tiap anggota KSO memiliki
kewajiban  untuk  memasukkan
modal usaha bersama ke dalam
KSO.

Adanya pemasukan (inbreng) oleh
tiap-tiap sekutu ke dalam
persekutuan.

Modalnya ini digunakan untuk
melaksanakan kegiatan usaha KSO
yang bersifat sementara.

Adanya kerja sama  untuk

mengerjakan sesuatu.

Untuk  mencapai  keuntungan
bersama-sama yang akan dibagi
secara proporsional kepada tiap-tiap
anggota KSO.

Adanya pembagian keuntungan.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan Tabel 5.2. di atas mau mempertegas bahwa terdapat

kesamaan antara unsur KSO menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap,

dan Julius Caesar Transon Simorangkir dan unsur Persekutuan Perdata

(Maatschaap) menurut ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata yang mana
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keduanya sama sama didirikan berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya,
yang mana para pendirinya saling mengikatkan diri untuk memasukkan
sesuatu berupa modal ke dalam persekutuan/KSO dengan maksud untuk
menjalankan kegiatan usaha yang sifatnya sementara guna mencapai

keuntungan bersama.

Selanjutnya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa KSO maupun
Persekutuan Perdata (Maatschaap) merupakan badan usaha yang tidak
berbadan hukum. Demikian juga, unsur-unsur dalam KSO itu sama dengan
unsur-unsur Persekutuan Perdata (Maatschaap). Bertitik tolak dari pemikiran
tersebut, maka badan usaha KSO dapat dipersamakan sebagai Persekutuan
Perdata (Maatschaap) sehingga selanjutnya dapat ditinjau dari ketentuan
Hukum Perdata. Oleh karena KSO dapat dipersamakan dengan Persekutuan
Perdata (Maatschaap), sehingga konsekuensi yang timbul adalah peraturan
terkait Persekutuan Perdata (Maatschaap) dapat diberlakukan kepada
KSO. Dengan demikian dipahami bahwa KSO tunduk pada ketentuan dalam
peraturan, yaitu KUHPerdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020,
PP 14/2021, di samping Perjanjian KSO itu sendiri. Penjelasan di atas dapat

dilihat dalam Bagan 5.16. sebagai berikut:
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Bagan 5.16.
Pemberlakuan Peraturan Mengenai Persekutuan Perdata (Maatschaap)
Kepada KSO
UU Jasa Perjanjian
KUHPerdata Konstruksi PP 22/2020 PP 14/2021 KSO
A A A
\
TUNDUK
TERHADAP [ TUNDUK TERHADAP ]
J
-
Persekutuan
Perdata KSO
(Maatschaap)
.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Peraturan perundang-undangan dalam keberlangsungan KSO
berkedudukan sebagai norma dasar yang harus ditaati oleh para anggota KSO
dalam menjalankan kegiatan usaha KSO. Namun setelah ditelusuri dalam
KUHPerdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP
1472021 belum mengatur secara rinci mengenai hubungan internal dan
hubungan eksternal yang dilakukan oleh anggota KSO. Oleh karena itu,
kedudukan Perjanjian KSO dalam mengatur hubungan internal maupun
eksternal dalam kegiatan usaha KSO menjadi sangat penting, karena pada
umumnya ketentuan mengenai hal tersebut akan diatur dalam Perjanjian

KSO.
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Terhadap hubungan internal dan eksternal anggota KSO, ditegaskan
oleh pendapat Gunawan Widjaja yang menyatakan bahwa terdapat hubungan
hukum intern para sekutu yang dalam hal ini anggota sekutu untuk mengurus
persekutuan; dan hubungan hukum ekstern antara para sekutu yang mewakili
persekutuan dengan pihak ketiga.'”® Selain itu Rizha Claudilla Putri
berpendapat juga bahwa dalam persekutuan terdapat aturan yang mengatur
antara hubungan hukum di antara para sekutu atau dikenal dengan aspek
hukum internal; dan terdapat aturan yang mengatur hubungan hukum antara
para sekutu dengan pihak ketiga atau aspek hukum eksternal.!®” Berdasarkan
pernyataan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan KSO sebagai
Persekutuan Perdata (Maatschaap), maka penjelasan hubungan internal dan

eksternal para anggota KSO dilihat dalam Bagan 5.17. sebagai berikut:

Bagan 5.17.
Hubungan Internal dan Hubungan Eksternal Para Anggota KSO

/ \Y ______ [ Hubungan Internal ]

KSO

Hubungan

Eksternal

1

I | i
Anggota KSO Anggota _| Hubungan |_ Plh?k
k A KSOB )] huum Ketiga

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

19 Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm 119.
197 Rizha Claudilla Putri, Op.Cit, hlm 17.
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Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam
menjalankan kegiatan usaha KSO akan mengadakan hubungan internal dan
hubungan eksternal. Adapun hubungan internal adalah hubungan yang
mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para anggota KSO, sedangkan
hubungan eksternal adalah hubungan yang mengatur antara anggota KSO

yang dalam hal ini mewakili KSO dengan pihak ketiga.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam kegiatan usaha KSO
akan muncul adanya hubungan internal dan eksternal, yang mana hubungan
tersebut akan muncul dari adanya perikatan. Dalam konteks Hukum Perdata
mengenai perikatan, sudah diketahui sebelumnya bahwa perikatan dapat
bersumber dari perjanjian ataupun hukum. Dalam hubungan hukum KSO
baik hubungan internal antara para anggota KSO maupun hubungan eksternal
dengan pihak ketiga, maka hubungan hukum yang timbul dapat bersumber
dari perjanjian maupun bersumber dari hukum. Penelitian ini membatasi
pada mengkaji dan menganalisis mengenai hubungan eksternal anggota
KSO dengan pihak ketiga yang bersumber dari perjanjian maupun hukum,
yang mana akan ditelusuri lebih lanjut dalam hal sejauh mana tanggung
jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada

pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan.

Oleh karenanya, perlu diketahui terlebih dahulu siapa pihak yang dapat
melakukan hubungan eskternal dalam konteks KSO. Pada umumnya

terdapat anggapan bahwa KSO dapat melakukan hubungan hukum antara
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KSO dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kebutuhan penunjang dalam
kegiatan usahanya. Untuk menjawab hal tersebut, perlu diketahui terlebih
dahulu mengenai kedudukan KSO. Sebelumnya sudah diketahui bahwa
badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum dapat dibentuk oleh badan
usaha berbadan hukum maupun oleh badan usaha yang tidak berbadan

hukum.

Selanjutnya, seperti diketahui, hanya subjek hukum yang dapat
melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum. Menurut
Djaja S. Meliala, ada 2 (dua) subjek hukum yaitu manusia (orang
perseorangan) dan badan hukum.!”® Sentosa Sembiring berpendapat bahwa
ciri-ciri badan hukum mencakup dapat melakukan perbuatan hukum seperti
manusia (orang perseorangan), mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dan
mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan milik orang
perseorangan.'®® Dari pendapat Djaja S. Meliala dan Sentosa Sembiring di
atas diketahui bahwa yang dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu
lintas pergaulan hukum adalah subjek hukum, yang mana subjek hukum
tersebut mencakup orang perseorangan dan badan hukum. Penjelasan

mengenai subjek hukum dapat dilihat dalam Bagan 5.18. sebagai berikut:

198 Djaja S. Meliala, Op.Cit.
199" Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm 32-33.
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Bagan 5.18.
Subjek Hukum Dapat Melakukan Hubungan Hukum

e N
i Manusia (orang
Subjek
perseorangan) DAPAT MELAKUKAN

hukum L ) HUBUNGAN HUKUM

- N DENGAN

> Badan hukum
\ J Pihak Ketiga

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan Bagan 5.18. di atas dapat terlihat bahwa subjek hukum terdiri
dari manusia (orang perseorangan) dan badan hukum yang keduanya dapat

melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Selanjutnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa badan
usaha KSO tidak berbadan hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan
pendapat Djaja S. Meliala dan Sentosa Sembiring di atas, yang mana hanya
subjek hukum yakni manusia (orang perseorangan) dan badan hukum saja
yang dapat melakukan perbuatan hukum, maka dipahami bahwa badan
usaha KSO tidak dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas
pergaulan hukum melainkan yang dapat melakukan hubungan hukum
dalam lalu lintas pergaulan hukum adalah subjek hukum yang menjadi

anggota KSO itu sendiri.

Adapun anggota KSO yang diteliti dalam tesis ini hanya dibatasi pada

badan usaha yang berbadan hukum, berupa PT dan badan usaha yang
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tidak berbadan hukum berupa CV. Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP
22/2020, dan PP 14/2021 tidak memberikan batasan mengenai siapa
pemilik dari badan usaha yang berbadan hukum, yang menjadi anggota
KSO. Dengan kata lain, kepemilikan yang dimaksud dapat oleh swasta
maupun negara. Penelitian tesis ini membatasi kepemilikan PT hanya oleh
swasta, sebagai anggota KSO. Penjelasan mengenai anggota-anggota KSO
yang dapat melakukan hubungan hukum dalam lalu lintas pergaulan hukum

akan dijelaskan dalam Bagan 5.19. sebagai berikut:

Bagan 5.19.
Hubungan Hukum Anggota KSO yang Didirikan oleh PT A dan PT B
dengan Pihak Ketiga
KSO Badan usaha KSO tidak

berbadan hukum

Melakukan
hubungan

Melakukan
hubungan

Keduanya adalah badan
usaha berbadan hukum
sehingga merupakan
subjek hukum

:{ Pihak Ketiga ]4—

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

hukum hukum

Dari penjelasan Bagan 5.19. di atas, dapat dilihat bahwa badan usaha KSO

tidak berbadan hukum, sehingga dalam hal KSO didirikan oleh PT A dan PT
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B selaku badan usaha berbadan hukum yang mana keduanya merupakan
subjek hukum, maka yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak
ketiga adalah PT A dan PT B selaku masing-masing anggota KSO yang

merupakan subjek hukum.

Selanjutnya, terhadap hubungan hukum yang timbul dalam hal anggota
KSO terdiri dari CV yang dalam hal ini badan usaha yang tidak berbadan

hukum, dapat dilihat dalam penjelasan Bagan 5.20. sebagai berikut:

Bagan 5.20.
Hubungan Hukum Anggota KSO yang Didirikan oleh CV A dan CV B
dengan Pihak Ketiga
Badan usaha KSO tidak
KSO berbadan hukum
Badan usaha CV Badan usaha CV
tidak berbadan CV A CVB tidak berbadan
hukum hukum
Sekutu Sekutu Sekutu Sekutu
Aktif Pasif Pasif Aktif
|
Melakukan Melakukan
hubungan Sekutu tersebut dapat i hubungan
hukum berupa manusia dan badan hukum
hukum sehingga merupakan
subjek hukum
;( Pihak Ketiga ]4

1§

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari penjelasan Bagan 5.20. di atas, dapat dilihat bahwa badan usaha KSO
tidak berbadan hukum, sehingga dalam hal KSO beranggotakan CV A dan
CV B yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum sehingga yang
dapat dijadikan subjek hukum dalam CV adalah sekutu aktif dan sekutu pasif
sebagai pendiri CV. Namun sekutu pasif tidak dapat melakukan hubungan
hukum dengan pihak ketiga karena sekutu pasif hanya terbatas pada
penyerahan modal saja kepada CV. Oleh karena hal tersebut, yang dapat
melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam konteks KSO di atas
adalah antara sekutu aktif dari CV tersebut selaku anggota KSO yang

merupakan subjek hukum dengan pihak ketiga.

Dari penjelasan Bagan 5.19. dan Bagan 5.20. dapat terlihat jelas bahwa
KSO sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, tidak dapat
melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, oleh karenanya yang dapat
melakukan hubungan hukum untuk kepentingan KSO dengan pihak ketiga
adalah subjek hukum yang menjadi anggota KSO itu sendiri. Selanjutnya,
dapat terlihat mengenai siapa pihak yang dapat melakukan hubungan
hukum dalam konteks KSO dengan pihak ketiga (hubungan eksternal),

yaitu sebagai berikut:

a. Dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum
seperti misalnya PT, maka yang dapat melakukan hubungan
hukum dengan pihak ketiga ialah PT yang diwakilkan oleh

Direksi.
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b. Dalam hal anggota KSO merupakan badan usaha yang tidak
berbadan hukum seperti misalnya CV, maka yang dapat
melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga ialah sekutu
aktif dari CV.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum eksternal di atas, selain
perlu mengetahui siapa yang dapat melakukan hubungan hukum dalam
konteks KSO dengan pihak ketiga perlu juga diketahui lebih lanjut mengenai
siapa yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Pada dasarnya dalam
perjanjian pembentukan KSO perlu ditentukan mengenai klausul pimpinan
KSO (lead firm) dan anggota KSO serta klausul mengenai pemberian
kewenangan kepada salah satu pihak untuk dapat mewakili KSO dalam
hubungan hukum dengan pihak ketiga. Hal tersebut akan berkaitan dengan
kedudukan hukum pihak yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan
hukum dengan pihak ketiga dalam menjalankan kegiatan usaha KSO. Namun,
apabila dalam perjanjian pembentukan KSO tidak ditentukan mengenai
klausul pemberian kewenangan kepada pihak yang berwenang mewakili
KSO, maka kewenangan tersebut dapat ditelusuri dengan melihat aturan yang
ada dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai Persekutuan Perdata
(Maatschaap) yang dapat diberlakukan bagi KSO. Hal tersebut dijelaskan

dalam Pasal 1639 KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut:
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“Jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-cara mengurus harus
diindahkan aturan-aturan yang berikut:

1. Para sekutu dianggap secara betimbal-balik telah memberikan kuasa
supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lainnya. Apa
yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat untuk
bagian sekutu-sekutu yang lainnya, meskipun ia tidak telah
memperoleh perizinan mereka dengan tidak mengurangi hak mereka
ini atau salah seorang untuk melawan perbuatan tersebut, selama
perbuatan itu belum ditutup;

2. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang
kepunyaan persekutuan asal ia memakainya itu guna keperluan
untuk mana barang-barang itu biasanya dimaksudkan, dan asal ia
tidak memakainya berlawanan dengan kepentingan persekutuan atau
secara yang demikian hingga sekutu lainnya karenanya terhalang
turut memakainya menurut hak mereka;

3. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya
untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan
barang-barang kepunyaan persekutuan;

4. Tidak seorang sekutu pun tanpa izinnya pesero-pesero lainnya, boleh
membuat hal-hal yang baru kepada benda-benda tak bergerak
kepunyaan persekutuan meskipun ia mengemukakan bahwa hal-hal
itu menguntungkan persekutuan.”

Selanjutnya Pasal 1640 KUHPerdata memberikan batasan yang bersifat
umum terkait pengurusan persekutuan yang dalam hal ini dapat dimaksud
juga KSO, yang berbunyi:

“Para sekutu yang tidak menjadi pengurus bahkan tidak diperbolehkan

mengasingkan, maupun menggadaikan barang-barang bergerak

kepunyaan persekutuan atau pun meletakkan beban-beban di atasnya.”
Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal tidak ditentukan

secara khusus dalam perjanjian pembentukan KSO mengenai pihak-pihak

yang berwenang mengurus KSO, maka tiap-tiap anggota KSO berwenang
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untuk melakukan pengurusan KSO itu walaupun tidak diberikan kuasa

secara nyata dalam perjanjian pembentukan KSO.

Penjelasan tersebut juga ditegaskan oleh Gunawan Widjaja yang
menyatakan bahwa selain ditentukan secara khusus dalam perjanjian
pendirian persekutuan yang dalam hal ini dapat dimaksud juga perjanjian

KSO, maka dipahami:?%

a. Masing-masing sekutu yang dalam hal ini anggota KSO adalah

pengurus dalam KSO tersebut;

b. Berdasarkan ketentuan itu, maka masing-masing anggota KSO
berhak untuk bertindak ke luar mewakili KSO dan mengikat KSO,
termasuk harta kekayaan KSO (yang berasal dari pemasukan para

anggota KSO), kecuali yang tidak bergerak;

c. Oleh karena tindakannya itu mengikat KSO, maka para anggota
KSO bertanggung jawab untuk bagian penyertaan anggota KSO

tersebut ke dalam KSO; dan

d. Masing-masing anggota KSO berhak menggunakan harta kekayaan
KSO, dengan kewajiban untuk menanggung biaya-biaya barang-
barang tersebut untuk selama dan sepanjang penggunaannya sesuai

dengan maksud dan tujuan KSO.

200 Gunawan Widjaja, Op.Cit, him 121-122.
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e. Selanjutnya jika ada anggota KSO yang dikecualikan, maka anggota
KSO tersebut hanya sebagai pemasuk modal saja dan tidak berhak

mewakili KSO.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dimaknai bahwa para
anggota KSO memiliki hubungan timbal balik dan di antara para anggota
KSO telah memberikan suatu persetujuan kepada pihak lainnya untuk
mengurus KSO dan para anggota KSO merupakan pengurus dalam KSO
tersebut, sehingga dapat dimaknai bahwa para anggota KSO memiliki
kewenangan untuk mewakili KSO. Namun terhadap hal tersebut tidak berarti

bahwa KSO dapat bertindak seperti subjek hukum tersendiri.

Selanjutnya terkait pengurusan KSO, terdapat beberapa pengaturan
yang berbeda dengan Pasal 1639 KUHPerdata, namun tidak termasuk Pasal
1640 KUHPerdata, yang diatur dalam Pasal 1636, Pasal 1637, dan Pasal 1638

KUHPerdata.2%!

Adapun Pasal 1636 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Si sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian
persekutuan ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan dapat,
biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala
perbuatan yang berhubungan dengan pengurusannya asal dia dalam hal
itu berlaku dengan itikad baik.

Kekuasaan ini selama berlangsungnya persekutuan tak dapat ditarik
kembali tanpa alasan yang sah; namun jika kekuasaan tersebut tidak
telah diberikan di dalam perjanjian persekutuan melainkan di dalam

201 Ibid, hlm 122.
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suatu akta yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali
sebagaimana halnya dengan suatu pemberian kuasa biasa.”

Selanjutnya dalam Pasal 1637 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan
persekutuan dengan tidak ditentukan apakah yang menjadi
pekerjaannya masing-masing, atau dengan tidak ditentukan bahwa yang
satu tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa jika tidak bersama-
sama bertindak dengan teman-temannya pengurus, maka masing-
masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan
yang mengenai pengurusan itu.”

Selanjutnya dalam Pasal 1638 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Jika telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh
melakukan sesuatu perbuatan pun jika tidak bersama-sama bertindak
dengan seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu,
tanpa perjanjian baru, bertindak tanpa satu bantuan dari yang lainnya,
meskipun orang yang belakangan ini pada sesuatu waktu berada dalam
keadaan ketidakmampuan untuk turut melakukan perbuatan-perbuatan
pengurusan.”

Berangkat dari ketiga Pasal di atas, Gunawan Widjaja menyatakan

pendapat bahwa:?%2

a. Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus dalam
suatu Persekutuan Perdata (Maatschaap) yang dalam hal ini dapat

dimaksud juga KSO dapat dilakukan dalam perjanjian pendirian

202 Ibid, hlm 123-124.
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persekutuan perdata/perjanjian KSO atau dalam perjanjian tersendiri

di luar perjanjian pendirian persekutuan perdata/perjanjian KSO.

b. Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus dalam
perjanjian pendirian persekutuan perdata/perjanjian KSO mengikat
seluruh sekutu/anggota KSO hingga persekutuan/KSO dibubarkan,
kecuali jika perjanjian yang dimaksud diubah berdasarkan
kesepakatan bersama dari seluruh sekutu/anggota KSO dalam

perjanjian.

c. Pengangkatan seorang atau lebih pengurus secara khusus, yang
dibuat di luar perjanjian pendirian persekutuan perdata/Perjanjian
KSO menjadi berlaku sebagai suatu pemberian kuasa dari setiap
sekutu/anggota KSO kepada sekutu/anggota KSO lain yang diangkat
secara khusus tersebut, yang dengan demikian dipahami bahwa
pengangkatan pengurus secara khusus tersebut dapat dicabut setiap

saat oleh setiap sekutu dalam persekutuan.

Dari penjelasan Pasal 1636, Pasal 1637, dan Pasal 1638 KUHPerdata di atas
apabila dikaitkan dengan pendapat Gunawan Widjaja dapat memperlihatkan
bahwa pada dasarnya pengurusan KSO dapat ditentukan dalam Perjanjian
KSO maupun di luar Perjanjian KSO, yang mana pengurusan KSO dapat
dilakukan oleh seorang atau beberapa anggota KSO yang

diangkat/ditunjuk dan anggota KSO yang diangkat/ditunjuk tersebut
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berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sepanjang hal
tersebut dijalankan dengan iktikad baik. Dengan demikian, penjelasan di
atas memperlihatkan siapa anggota KSO yang memiliki kewenangan untuk

mewakili KSO melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam kaitannya dengan pihak ketiga, sudah diketahui sebelumnya
bahwa perikatan antara anggota KSO dengan pihak ketiga dapat bersumber
dari perjanjian atau dapat bersumber dari hukum. Selanjutnya, dibahas
terlebih dahulu mengenai perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan
(hubungan hukum) yang timbul dari perjanjian tersebut adalah antara anggota
KSO dengan pihak ketiga yang mana pihak ketiga yang dimaksud dalam hal
ini adalah pihak-pihak yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan
kegiatan usaha KSO berupa vendor, subkontraktor, tenaga ahli, karyawan
KSO, dan/atau bank. Pihak-pihak tersebut akan saling mengikatkan diri
dalam suatu hubungan hukum melalui perjanjian yang dibuat di antara
anggota KSO sebagai subjek hukum dengan pihak ketiga. Penjelasan tentang
siapa yang menjadi pihak dalam perjanjian antara anggota KSO dengan pihak

ketiga dapat dilihat dalam Bagan 5.21. sebagai berikut:
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Bagan 5.21.
Pihak Dalam Perjanjian Antara Anggota KSO Dengan Pihak Ketiga

o

Anggota KSO Anggota KSO
yang merupakan yang merupakan
subjek hukum subjek hukum

1

[ PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN ]

A 4

Ve

Pihak Ketiga J

1
o= ———————— T ——————— Frmmm————————— e ———— T
! ! ! ! !

Vendor ][ Subkontraktor [ Tenaga ahli ][ Karyawan KSO ] [ Bank ]

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dibuatnya perjanjian dengan pihak ketiga tersebut akan menimbulkan
akibat hukum yaitu hak dan kewajiban yang mengikat antara para pihak yang
harus ditaati oleh anggota KSO yang dalam hal ini adalah subjek hukum dan
pihak ketiga. Hak dan kewajiban anggota KSO secara garis besar adalah

sebagai berikut:

a. berhak untuk mendapatkan hasil pekerjaan dari pihak ketiga yang
sudah ditentukan dalam perjanjian; dan

b. berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga.
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Sedangkan, hak dan kewajiban pihak ketiga secara garis besar adalah sebagai

berikut:

a. berhak untuk mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaan pihak

ketiga; dan

b. berkewajiban untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai

yang ditentukan dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban tersebut akan berlaku sebagai hukum positif yang
harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa
perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang
bagi pihak yang membuatnya. Namun dapat terjadi bahwa salah satu pihak

dalam perjanjian tersebut tidak menaati salah satu ketentuan dalam perjanjian.

Selanjutnya, setelah ditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 1238

KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya
sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat menyatakan
seseorang melakukan tindakan ingkar janji harus didahului dengan adanya
pernyataan bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut

dinyatakan lalai dengan sebuah surat perintah atau dengan akta sejenis.
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Sehingga dipahami bahwa dalam hal anggota KSO sebagai pihak dalam
perjanjian dengan pihak ketiga ternyata tidak memenuhi kewajibannya
berdasarkan perjanjian, maka pihak ketiga dalam perjanjian terlebih dahulu
harus memberikan pernyataan dengan surat perintah atau akta sejenis bahwa
anggota KSO telah lalai sehingga dalam situasi ini anggota KSO tersebut
dinyatakan melakukan ingkar janji yang mana ketentuan mengenai ingkar

janji (wanprestasi) diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai di-wajibkan, apabila si berutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Apabila Pasal 1238 KUHPerdata ditafsirkan secara sistematis
terhadap Pasal 1243 KUHPerdata dapat dipahami bahwa si berutang dapat
dikatakan ingkar janji memenuhi perikatannya apabila ia telah dinyatakan
lalai dengan surat perintah atau akta sejenis lainnya yang mana dalam surat
tersebut si berutang harus dianggap lalai karena telah melampaui waktu yang
ditetapkan, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan penggantian biaya,
rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut walaupun sudah
diperingati tetapi tidak melaksanakan kewajibannya atau si berutang
melaksanakan perikatannya tetapi melampaui tenggat waktu yang telah

ditentukan. Sehingga anggota KSO yang dinyatakan telah melakukan ingkar
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janji kepada pihak ketiga wajib bertanggung jawab melakukan penggantian

biaya, rugi, dan bunga.?%’

Selanjutnya M. Yahya Harahap sebagaimana disitir oleh Kadek Ary
Purnama Dewi, menyatakan bahwa ingkar janji merupakan pelaksanaan
perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilaksanakan tidak menurut
selayaknya atau tidak dipenuhi sama sekali.?* Dilihat dari penjelasan di atas,
tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh anggota KSO melahirkan
kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga (ganti rugi material) yang mana
kewajiban tersebut disebut sebagai tanggung jawab kontraktual atau
tanggung jawab atas dasar ingkar janji (wanprestasi). Dari penjelasan di atas,
pertanggungjawaban atas dasar ingkar janji dapat dilihat dalam Bagan 5.22.

sebagai berikut:

203 Biaya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak.
Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian
debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang telah direncanakan
oleh kreditur.

204 Kadek Ary Purnama Dewi, Op.Cit, hlm 58.
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Bagan 5.22.
Tanggung Jawab Atas Dasar Ingkar Janji

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
yang merupakan yang merupakan =
Melakukan subjek hukum subjek hukum Melakukan
tindakan ingkar tindakan ingkar

janji janji

[ PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN ]

A 4

_______________ Pihak Ketiga [ |
y N
4 \
TANGGUNG JAWAB ATAS
> DASAR INGKAR JANJI <
. I J
N
KEWAJIBAN BERUPA GANTI
RUGI (BIAYA, RUGI, BUNGA)
/MATERIAL
. J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya, akan dibahas tanggung jawab atas dasar perbuatan
melawan hukum, oleh karenanya seperti diketahui perikatan antara anggota
KSO dengan pihak ketiga dapat bersumber dari hukum sehingga melahirkan
hak dan kewajiban pada anggota KSO dan pihak ketiga yang harus ditaati.

Suatu pihak yang melanggar hak dan kewajiban yang bersumber dari hukum
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akan disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum asalkan memenuhi
unsur-unsur berikut ini yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang

berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari penjelasan Pasal tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan melawan
hukum yang harus dibuktikan untuk dinyatakan adanya perbuatan melawan
hukum sehingga dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan

hukum yang mencakup sebagai berikut:2%?

a. Perbuatan pelaku melawan hukum, yang mana unsur ini telah dapat
dibuktikan dalam hal pelaku melawan peraturan perundang-
undangan, hak orang lain, kewajiban hukumnya, dan/atau kesusilaan

atau kepatutan dalam masyarakat.

b. Pelaku melakukan kesalahan, yang mana unsur ini telah dapat
dibuktikan dalam hal pelaku melakukan kesalahan subjektif, di mana
pelaku mengakui perbuatannya tersebut merupakan kesalahannya
sehingga betul dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sementara
dalam hal pelaku melakukan kesalahan objektif, di mana

berdasarkan pandangan orang pada umumnya sama-sama

205 Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Op.Cit.
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menyatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan kesalahannya

sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

c. Korban mengalami kerugian, yang mana unsur ini dapat berupa
kerugian material yang dapat dinilai dengan uang, dan/atau kerugian

immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang.

d. Kerugian yang dialami oleh korban adalah akibat pelaku melakukan
perbuatan melawan hukum, yang mana unsur ini menuntut adanya
hubungan sebab akibat antara kerugian yang muncul dengan

perbuatan melawan hukum pelaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, anggota KSO dinyatakan melakukan
perbuatan melawan hukum jika telah memenuhi keempat unsur di atas. Jika
anggota KSO telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka
timbul kewajiban yang merupakan pertanggungjawaban berdasarkan
perbuatan melawan hukum. Kewajiban yang dimaksud ialah ganti rugi
material dan/atau ganti rugi immaterial. Ganti rugi material ialah ganti rugi
dalam bentuk uang yang dapat dimintakan dengan besaran nilai dan jumlah
yang terukur, yang mana besaran kerugian tersebut dapat ditentukan
berdasarkan nilai kerugian yang dialami. Adapun ganti rugi material akibat
adanya perbuatan melawan hukum didasarkan juga pada Pasal 1243
KUHPerdata yang mengatur penggantian kerugian akibat tidak dipenuhinya

suatu perikatan. Hal tersebut karena hukum itu sendiri juga merupakan salah
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satu sumber perikatan, yang mana jika situasi perbuatan melawan hukum
tersebut terjadi disebut juga peristiwa tidak terpenuhinya suatu perikatan
sehingga menimbulkan pertanggungjawaban berupa kewajiban ganti rugi

oleh pelaku perbuatan melawan hukum.

Sedangkan, ganti rugi immaterial diberikan atas dasar kerugian yang
dialami oleh korban yang dirugikan akibat pelaku melakukan perbuatan
melawan hukum yang mengakibatkan keuntungan korban yang seharusnya
dapat diperoleh namun menjadi tidak dapat diperoleh akibat adanya
perbuatan melawan hukum, seperti kerugian akibat rasa takut, kehilangan
kesenangan hidup, dan lainnya.?*® Ganti kerugian immaterial akibat adanya
perbuatan melawan hukum dapat berdasarkan Pasal 1371 KUHPerdata, yang
mana sekalipun ganti rugi tersebut dapat diberikan dengan uang dengan
jumlah yang tidak dapat terukur, hanya saja jumlahnya akan ditentukan

berdasarkan kebijakan hakim dengan jumlah yang wajar.?%

Penjelasan
mengenai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum di

atas dapat dilihat dalam Bagan 5.23. sebagai berikut:

206 Sri Redjeki Slamet, Op.Cit, hlm 117.
207 Ibid.
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Bagan 5.23.

Tanggung Jawab Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
' yang merupakan yang merupakan
I . .
Melakukan 1 subjek hukum subjek hukum Melakukan
perbuatan -: perbuatan
melawan hukum : melawan hukum
I
I
i
: [ PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI HUKUM ]
I
I
i
i v
I
e Pihak Ketiga | ____ o ___
y N
[ KEWAJIBAN GANTI RUGI MATERIAL DAN IMMATERIAL ]
[ TANGGUNG JAWAB ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]
/ UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM \
Kerugian yang dialami oleh
Perbuatan pelaku Pelaku melakukan Korban - b Y dgl b akib
mengalami orban adalah akibat
melawan hukum kesalahan : pelaku melakukan
kemglan perbuatan melawan hukum

- /

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Berdasarkan penjelasan di atas, akibat dari adanya tindakan ingkar
Jjanji ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota
KSO, maka hal tersebut akan memiliki akibat hukum berupa
pertanggungjawaban anggota KSO sebagai subjek hukum. Seperti
dijelaskan sebelumnya, Hans Kelsen sebagaimana disitir oleh Moh Syaeful
Bahar dan Rahmat Dwi Susanto menyatakan bahwa seseorang bertanggung
jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau seseorang tersebut
dibebankan tanggung jawab hukum dalam hal perbuatannya bertentangan
dengan kewajiban hukum.?%® Jadi dalam hal adanya pihak yang tidak
melaksanakan suatu kewajibannya, maka pihak tersebut bertanggung jawab

untuk menanggung sesuatu yang dapat berupa membayar ganti rugi.

Dalam kaitannya dengan KSO, tanggung jawab atas dasar ingkar
Jjanji maupun atas dasar perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga
harus dibebankan kepada subjek hukum yang menjadi anggota KSO
tersebut. Sebelumnya sudah dibahas mengenai subjek hukum anggota KSO
dan siapa saja pihak yang dapat menjadi anggota KSO yang mana penelitian
tersebut menghasilkan pendapat bahwa KSO dapat dibentuk oleh badan usaha
berbadan hukum maupun oleh badan usaha yang tidak berbadan hukum,
namun yang dapat mewakili KSO adalah anggota KSO yang merupakan
subjek hukum. Subjek hukum tersebut memiliki perbedaan tanggung jawab

masing-masing. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai sampai

208 Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, Op.Cit.
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sejauh mana subjek hukum yang menjadi anggota KSO tersebut dapat
bertanggung jawab kepada pihak ketiga, yang dikaitkan dengan prinsip

pemisahan harta kekayaan.

Sebelum membahas mengenai sampai sejauh mana tanggung jawab
hukum anggota KSO kepada pihak ketiga terlebih dahulu perlu diketahui
prinsip pertanggungjawaban pemilik/pemodal badan usaha (perusahaan)
yang dikenal dalam kepustakaan hukum perusahaan. Seperti dipahami,
badan usaha tergolong ke dalam 2 (dua) macam, yakni badan usaha berbadan
hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.?”” Pada tanggung jawab
pemilik badan usaha berbadan hukum, tanggung jawab pemodal/pemegang
saham/pemilik hanya terbatas sejumlah modal yang dimasukkan ke dalam
perusahaan. Dengan kata lain, dalam badan usaha berbadan hukum terdapat
pemisahan harta kekayaan antara pemodal/pemegang saham/pemilik dengan
badan usaha berbadan hukum itu sendiri. Prinsip ini diterapkan dalam PT,

Yayasan, dan Koperasi.?!?

Sedangkan, pada badan usaha yang tidak berbadan hukum menerapkan
tanggung jawab tidak terbatas atau sampai dengan harta kekayaan para
pengurusnya. Dengan kata lain, dalam badan usaha yang tidak berbadan
hukum tidak terdapat pemisahan harta kekayaan antara pemodal dengan

badan usaha itu sendiri. Prinsip ini diterapkan dalam Persekutuan Perdata

209 Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm 33.
219 1pid, him 3.



230

(Maatschaap), firma dan Perseroan Komanditer (Comanditaire
Venootschaap/CV).?!! Dari ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam
badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum tidak diterapkan pemisahan
harta kekayaan sehingga jika terjadi kerugian atau terdapat kewajiban
yang belum diselesaikan sementara itu modal usaha bersama KSO telah
habis, maka kerugian itu akan dibayar dari harta kekayaan para anggota

KSO.

Selanjutnya seperti diketahui anggota KSO dapat berupa badan
usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
Adapun anggota KSO yang diteliti dalam tesis ini hanya dibatasi pada
badan usaha yang berbadan hukum, berupa PT dan badan usaha yang
tidak berbadan hukum berupa CV. Pembatasan penelitian pada PT karena
bentuk PT menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan
usahanya, di samping alasan penerapan tanggung jawab terbatas pada
PT.?'? Bahkan berdasarkan Chatamarrasjid Ais sebagaimana disitir oleh
Sentosa Sembiring bahwa PT disebut sebagai mesin uap kapitalisme yang
menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha akibat pembatasan tanggung
jawab pada PT dan kemudahan ke luar dan masuk kepemilikan PT.?"3
Begitupun juga dalam konteks KSO, pelaku usaha berbentuk PT yang

menyelenggarakan layanan usaha jasa konstruksi atau penyedia jasa

2 Ibid.
212 Ibid, hlm 6.
213 Ibid.
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konstruksi yang pasti berorientasi mencari laba, membentuk KSO dengan
orientasi memperoleh laba. Oleh karena orientasi itu, anggota KSO yang
ideal adalah PT, di samping alasan penerapan tanggung jawab terbatas

pada PT.

Sementara itu, pembatasan penelitian pada CV karena pada
prinsipnya, baik Persekutuan Perdata (Maatschaap), CV, maupun Firma
merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang menerapkan
prinsip tanggung jawab tidak terbatas atau sampai dengan harta kekayaan
para pengurusnya. Pembatasan penelitian pada CV juga memberikan
Jjawaban yang pada pokoknya sama perihal sampai sejauh mana tanggung
Jjawab anggota KSO kepada pihak ketiga, yang dikaitkan prinsip tanggung
jawab tidak terbatas atau sampai dengan harta kekayaan para
pengurusnya. Adapun bentuk Persekutuan Perdata (Maatschaap)
ditelusuri dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui bahwa bentuk
badan usaha KSO yang tidak berbadan hukum identik dengan bentuk
Persekutuan Perdata (Maatschaap) sehingga peraturan terkait

Persekutuan Perdata (Maatschaap) dapat diberlakukan kepada KSO.

Jika anggota KSO berbentuk badan usaha berbadan hukum, dalam
pencelitian ini dibatasi pada bentuk PT, maka pertanggungjawabannya
untuk ganti rugi tersebut sampai dengan harta kekayaan PT, atau tidak
sampai dengan harta kekayaan para pemegang saham. Hal ini karena PT

yang merupakan badan usaha berbadan hukum menerapkan pemisahan harta
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kekayaan, di mana PT merupakan entitas yang terpisah dan berbeda dari
pemiliknya sehingga harta kekayaan antara PT juga terpisah dengan para
pemiliknya, yaitu pemegang saham (konsep separate and distinct from its
owner).?'* Oleh karenanya PT menerapkan prinsip pertanggungjawaban
terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang menyebutkan

bahwa:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung
jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.”

Namun, hal tersebut tidak mengurangi risiko pemegang saham PT untuk
dapat bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT. Dengan kata lain, tanggung jawab

terbatas pemegang saham PT ini tidak bersifat mutlak.

Ketentuan di atas memperlihatkan tanggung jawab terbatas adalah
sebuah kondisi di mana pemegang saham dari suatu PT hanya bertanggung
jawab sebesar modal yang disetorkannya kepada PT tersebut.?!* Dengan
demikian, apabila terdapat kerugian yang dialami oleh PT, maka kewajiban
pemegang saham hanya terbatas sejumlah modal yang disetorkan saja. Dari
penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa PT hanya dapat bertanggung jawab

sebatas harta kekayaan dari Perseroan tersebut. Dalam konteks KSO, maka

214 M. Yahya Harahap, Op.Cit.
215 Gideon Paskha Wardhana, Op.Cit, hlm 9.
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dalam hal PT yang merupakan anggota KSO dan bertanggung jawab
untuk mengganti kerugian kepada pihak lain, sementara modal usaha
bersama KSO telah habis atau kurang dari kewajiban ganti rugi, maka
ganti rugi itu akan dibayar dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT
tersebut. Dalam hal ini, pemegang saham PT tidak akan memikul kerugian
itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang telah disetorkan ke dalam

PT.

Selanjutnya, jika anggota KSO berbentuk badan usaha yang tidak
berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk CV, maka
pertanggungjawabannya untuk ganti rugi tersebut sampai dengan harta
kekayaan para pengurusnya (pesero komplementer (sekutu aktif)).
Sementara pesero komanditer (sekutu pasif) hanya bertanggung jawab
sebatas modal yang dimasukkan ke dalam KSO saja terkecuali pesero
komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan pengurusan CV. Hal ini
karena CV yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum tidak
menerapkan prinsip pemisahan harta kekayaan. Hal tersebut dapat diketahui
dengan melihat pengertian mengenai CV yang diatur dalam Pasal 19 KUHD

sebagai berikut:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan
komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang
secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya
pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada
pihak lain.”
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Dari penjelasan pasal di atas, unsur-unsur dalam CV adalah sebagai

berikut:

a. Terbentuk dengan cara menyetorkan uang;

b. Didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang pesero;

c. Bertanggung jawab secara tanggung-menanggung (tanggung
renteng) untuk keseluruhannya; dan

d. Adanya satu orang atau lebih pemberi pinjaman uang.

Selanjutnya dalam Pasal 20 KUHD memberikan penjelasan sebagai

berikut:

“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua pasal
30, nama pesero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma. Pesero
yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan
pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia
dikuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih
daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya
sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala
keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Selanjutnya dalam Pasal 21 KUHD memberikan penjelasan sebagai

berikut:

“Tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuan-ketentuan
ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-
menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang
dan segala perikatan dari perseroan.”

Pasal 19 KUHD di atas memperlihatkan bahwa dalam CV terdapat satu

orang atau lebih pemberi pinjaman uang (yang memasukkan modal) yang
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disebut dengan pesero komanditer (sekutu pasif) dan sekutu yang
menjalankan kegiatan usaha CV yang disebut dengan pesero komplementer
(sekutu aktif). Apabila Pasal 20 KUHD ditafsirkan secara sistematis
terhadap Pasal 21 KUHD, terlihat penegasan bahwa pesero komanditer
(sekutu pasif) tidak boleh melakukan pengurusan atau bekerja dalam CV
walaupun dengan adanya pemberian kuasa. Oleh karenanya, pesero
komanditer (sekutu pasif) tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah
uang/modal yang telah/harus dimasukkanya dalam Perseroan, tanpa memiliki
kewajiban untuk mengembalikan keuntungan yang telah dimilikinya. Hanya
saja, jika pesero komanditer (sekutu pasif) melanggar ketentuan itu dalam
artian bahwa pesero komanditer (sekutu pasif) melakukan pengurusan CV,
maka pesero komanditer (sekutu pasif) bertanggung jawab secara tanggung

renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan CV.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa CV didirikan oleh para
pesero/sekutu yang di dalamnya terdapat pesero komplementer (sekutu aktif)
sebagai sekutu yang melakukan pengurusan perseroan dan pesero komanditer
(sekutu pasif) yang hanya memasukkan modal ke dalam CV saja tanpa
melakukan pengurusan Perseroan. Selain itu dipahami bahwa pesero
komplementer (sekutu aktif) bertanggung jawab sampai dengan harta
kekayaan pribadi, sementara pesero komanditer (sekutu pasif) hanya
bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam CV saja

terkecuali pesero komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan pengurusan
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CV. Jika terjadi hal yang terakhir ini, maka pesero komanditer (sekutu pasif)
tersebut berkewajiban bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai
dengan harta kekayaan pribadinya. Sehingga dalam hal anggota KSO
adalah CV, maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah anggota
CV itu sendiri yang dalam hal ini adalah pesero komplementer (sekutu
aktif) yang bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi dan
pesero komanditer (sekutu pasif) yang hanya bertanggung jawab sebatas

modal yang dimasukkan ke dalam CV saja.

Setelah mengetahui ketentuan pertanggungjawaban di atas yang
dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan, maka perlu diketahui
selanjutnya mengenai ketentuan hukum mengenai perikatan anggota KSO
dengan pihak ketiga yang ditentukan dalam KUHPerdata. Ketentuan
mengenai perikatan anggota KSO dengan pihak ketiga diatur dalam Pasal

1642 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang
persekutuan; dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat
sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa
kepadanya untuk itu.”
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Dalam Pasal tersebut bermakna, sebagai berikut:?!°

a. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus persekutuan yang
tidak dikecualikan untuk bertindak sebagai pengurus menjadi utang

atau perikatan bagi persekutuan tersebut;

b. Jika perikatan atau utang persekutuan tersebut lebih besar dari harta
kekayaan persekutuan yang tersedia, maka tiap-tiap sekutu yang
dalam hal ini sebagai pengurus persekutuan, yang mengikatkan
dirinya ke dalam suatu perikatan dengan pihak ketiga harus
bertanggung jawab penuh atas kekurangan pemenuhan kewajiban

tersebut;

c. Seorang sekutu yang merupakan pengurus persekutuan hanya dapat
mengikat sekutu lainnya dalam persekutuan tersebut dalam hal telah
diberikan kuasa khusus bagi sekutu tersebut untuk turut serta dalam
hubungan hukum yang dibuat oleh sekutu tersebut. Adapun
pemberian kuasa itu menjadikan sekutu selaku pemberi kuasa juga
terikat untuk bertanggung jawab penuh dalam hal utang persekutuan
yang dibuat dengan kuasanya tersebut lebih besar dari harta
kekayaan persekutuan, atas setiap jumlah kekurangan pemenuhan
utang itu. Oleh karena itu, sekutu yang bertindak dengan sekutu yang

memberikan kuasa itu, atau dapat juga dalam hal lebih dari satu

216 Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm 124-125.
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sekutu bertindak bersama-sama, maka berlaku ketentuan Pasal 1643

KUHPerdata.

Selanjutnya, Pasal 1643 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Para sekutu dapat dituntut oleh yang si berpiutang dengan siapa
mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian
yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan
adalah kurang daripada bagian sekutu yang lainnya: terkecuali apabila
sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban
para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya
bagian masing-masing dalam persekutuan.”

Selanjutnya Pasal 1644 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan
persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu
saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-
orang yang belakangan ini telah memberikan kuasanya kepadanya
untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan.”

Setelah diketahui penjelasan di atas, selanjutnya dapat diketahui
sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak
ketiga, dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan, dengan

situasi-situasi sebagai berikut:

a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan

hukum, seperti misalnya PT;
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. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai lead
firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum
dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha
berbadan hukum seperti misalnya PT;

. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan
hukum seperti misalnya CV;

. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai lead
firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum
dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha
tidak berbadan hukum seperti misalnya CV;

. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan
hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan
hukum, seperti misalnya CV;

. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan
usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai lead firm yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak

ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan
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hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan
hukum, seperti misalnya CV; dan

g. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan

usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai lead firm
yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan
pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha
berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak
berbadan hukum, seperti misalnya CV.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf a bahwa dalam hal masing-masing
anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO
dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah
badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT. Penjelasan dimulai

dengan melihat Bagan 5.24. sebagai berikut:
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Bagan 5.24.
Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk PT Dengan Pihak Ketiga

B

Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) (Pengurus KSO)
(PT A)* (PT B)*

t 1

PERJANJIAN/HUKUM

[ Pihak Ketiga J

* Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus (tidak adanya pemberian kuasa untuk
pengurusan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian KSO)

[ PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI ]

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
Dari Bagan 5.24. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan

oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal
ini, PT A dan PT B yang merupakan subjek hukum merupakan pengurus dari
KSO. Keduanya berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak
ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum
(perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari
hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam

Bagan 5.25. sebagai berikut:
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Bagan 5.25.

Pengurus KSO Berbentuk PT Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti
Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau
Perbuatan Melawan Hukum

v

_______________ ,[ Pihak Ketiga }______________

A

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) (Pengurus KSO) =1
Melakukan ingkar (PT A) (PT B) : Melakukan ingkar

janji/perbuatan l. janji/perbuatan
melawan hukum 1 T : melawan hukum

1

1

1

PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI :

PERJANJIAN/HUKUM :

1

1

1

1

1

1

TANGGUNG JAWAB ATAS
> DASAR INGKAR <
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
\ | J
4 N\
KEWAIJIBAN BERUPA
GANTI RUGI
. J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan Bagan 5.25. di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO
dalam hal ini adalah PT A dan PT B yang mana keduanya merupakan subjek
hukum, pengurus dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum

(perikatan) dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau
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bersumber dari hukum. Jika anggota KSO tersebut melakukan perbuatan
ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga,
maka  perbuatan  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  berupa
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk
kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya sampai
sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga
dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, dapat

dilihat dalam Bagan 5.26., sebagai berikut:
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Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT Kepada Pihak Ketiga Jika
Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota

KSO
DALAM HAL MODAL KSO Modal usaha
USAHA BERSAMA
ANGGOTA KSO KURANG bersama K,SO
DARI KEWAJIBAN GANTI (Telah habis)
RUGI
4 N\ 4 N\
Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) |« »| (Pengurus KSO)
(PTA) (PTB)
. I J . I J
4 ) 4 )
Harta kekayaan Harta kekayaan
PTA PTB
. J . J

TANGGUNG JAWAB (RENTENG) ATAS DASAR
INGKAR JANJI/PERBUATAN MELAWAN HUKUM

JIKAADA KETENTUAN BAHWA PARA
ANGGOTA KSO WAJIB BERTANGGUNG
JAWAB MENURUT PERBANDINGAN

PEMASUKAN MODAL MASING-MASING

JIKA TIDAK ADA KETENTUAN BAHWA PARA

ANGGOTA KSO WAJIB BERTANGGUNG
JAWAB MENURUT PERBANDINGAN
PEMASUKAN MODAL MASING-MASING

SAMPAI HARTA KEKAYAAN MASING-
MASING PT (PT A DAN PT B) SESUAI
BAGIAN PEMASUKAN MODAL KSO

J
~N
SAMPAI HARTA KEKAYAAN MASING-
MASING PT (PT A DAN PT B) SECARA
JUMLAH YANG SAMA
J

KEWAIJIBAN BERUPA

GANTI RUGI

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Pihak Ketiga
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Dari Bagan 5.26. di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam hal
ini adalah PT A dan PT B yang mana keduanya merupakan subjek hukum,
pengurus dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum
(perikatan) dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau
bersumber dari hukum. Dalam hal anggota KSO tersebut melakukan
perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada
pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk

kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah
habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi
kepada pihak ketiga, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah terdapat
ketentuan bahwa para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut
perbandingan pemasukan modal masing-masing atau tidak. Dalam hal
terdapat ketentuan itu, maka PT A dan PT B selaku pengurus KSO wajib
bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai dengan harta
kekayaan masing-masing PT A dan PT B sesuai dengan bagian pemasukan

modal yang dimasukkan ke dalam KSO.

Sedangkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur
mengenai para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan
pemasukan modal, maka PT A dan PT B selaku pengurus KSO wajib

bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai dengan harta
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kekayaan masing-masing PT A dan PT B dengan besaran jumlah yang sama.
Dengan begitu terlihat bahwa pertanggungjawaban anggota KSO kepada
pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada
situasi ini sampai dengan harta kekayaan masing-masing PT yang menjadi

anggota KSO.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf b bahwa dalam hal anggota KSO
memberikan kuasa pengurusan kepada salah satu anggota KSO, maka
anggota KSO yang diberikan kuasa tersebut merupakan pengurus KSO (/ead
firm) yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan hukum, seperti
misalnya PT. Penjelasan dimulai dengan melihat Bagan 5.27. sebagai

berikut:

Bagan 5.27.

Perikatan antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah
Diberikan Kuasa Dengan Pihak Ketiga

[ KSO ]

Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (PTB)
(PT A)*
*

[ PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN/HUKUM ]

Pihak Ketiga
* PT A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai lead firm sehingga berwenang
melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari Bagan 5.27. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal
ini, PT A diberikan kuasa oleh PT B untuk menjadi lead firm sehingga PT A
saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A
saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga
untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum
(perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari
hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam

Bagan 5.28. sebagai berikut:
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Bagan 5.28.

Pengurus KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa Bertanggung
Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat
Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum

[ KSO ]
Anggota KSO Anggota KSO
=====1 (Lead Firm KSO) (PTB)
(PT A)*

A

Melakukan ingkar
janji/perbuatan
melawan hukum

DARI PERJANJIAN/HUKUM

\ 4

_____ { Pihak Ketiga J

A

r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: PERIKATAN YANG BERSUMBER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TANGGUNG JAWAB ATAS
DASAR INGKAR
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM

J

GANTI RUGI

N
[ KEWAIJIBAN BERUPA

J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.28. di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal
ini, PT A diberikan kuasa oleh PT B untuk menjadi lead firm sehingga PT A

saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A



249

saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk
kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan)
tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT
A yang merupakan lead firm KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji
atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka
perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban
PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban
pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya sampai sejauh mana
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan
prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, dapat dilihat dalam

Bagan 5.29., sebagai berikut:
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Bagan 5.29.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa
Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal
Usaha Bersama Anggota KSO

USAHA BERSAMA
ANGGOTA KSO KURANG
DARI KEWAJIBAN GANTI

RUGI

KSO Modal usaha
bersama KSO

DALAM HAL MODAL [
(Telah habis)

N
Anggota KSO Anggota KSO

(Lead Firm KSO) (PTB)
(PT A)*

~N
Harta kekayaan
PTA

TANGGUNG JAWAB PENUH
ATAS DASAR INGKAR
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM

KEWAIJIBAN BERUPA
GANTI RUGI

A 4

[ Pihak Ketiga J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.29. di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan

oleh PT A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal
ini, PT A diberikan kuasa oleh PT B untuk menjadi lead firm sehingga PT A

saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A
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saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk
kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan)
tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT
A yang merupakan lead firm KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji
atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka
perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban
PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban
pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya, dalam hal modal
usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO
kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, PT A selaku lead firm
wajib bertanggung jawab secara penuh kepada pihak ketiga sampai dengan
harta kekayaan PT A, sedangkan PT B hanya bertanggung jawab sebatas
pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja. Dengan
begitu terlihat bahwa pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak
ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi
ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi
PT B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO

saja.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf ¢ bahwa dalam hal masing-masing
anggota KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO

dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah
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badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai

dengan melihat Bagan 5.30. sebagai berikut:

Bagan 5.30.
Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk CV Dengan Pihak Ketiga

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) (Pengurus KSO)
(CVA)* (CV B)*
I _1 I _1

\
[ Sekutu Aktif ][ Sekutu Pasif [ Sekutu Pasif ][ Sekutu Aktif ]

1 )

PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI
PERJANJIAN/HUKUM

'

[ Pihak Ketiga ]

* Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus (tidak adanya pemberian kuasa untuk
pengurusan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian KSO)

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.30. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun
dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana

sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu
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pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini, maka masing-
masing sekutu aktif dari CV A dan CV B yang merupakan pengurus dari
KSO. Kedua sekutu aktif ini berwenang mengadakan hubungan hukum
dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini
hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau
bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana

digambarkan dalam Bagan 5.31. sebagai berikut:
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Bagan 5.31.

Pengurus KSO Berbentuk CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti
Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau
Perbuatan Melawan Hukum

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) (Pengurus KSO)
(CVA) (CV B)
| — S —

.-{ Sekutu Aktif ][ Sekutu Pasif ] Sekutu Pasif ][ Sekutu Aktif ]~

1

1

. 1 \ Melakukan ingkar
M-ela.l-<ukan ingkar ! 1 T janji/perbuatan

janji/perbuatan -! melawan hukum
melawan hukum :

i PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI

1 PERJANJIAN/HUKUM

i

1

1

1

1

1

___________________ Pihak Ketiga |gemmmmmmmmmcceeae——

TANGGUNG JAWAB ATAS
_ DASAR INGKAR P
'L JANJI/PERBUATAN MELAWAN J‘

HUKUM

KEWAIJIBAN BERUPA
GANTI RUGI

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan Bagan 5.31. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut

didirikan oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO.
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Adapun dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di
mana sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan
sekutu pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini, maka
masing-masing sekutu aktif dari CV A dan CV B yang merupakan pengurus
dari KSO. Kedua sekutu aktif ini berwenang mengadakan hubungan hukum
dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini
hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau

bersumber dari hukum.

Jika sekutu aktif CV yang merupakan anggota KSO tersebut melakukan
perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada
pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa
pertanggungjawaban anggota KSO, yang di antaranya sekutu aktif dan sekutu
pasif CV A serta sekutu aktif dan sekutu pasif PT B kepada pihak ketiga
dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.
Selanjutnya sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO
kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan

pada situasi ini, dapat dilihat dalam Bagan 5.32., sebagai berikut:
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Bagan 5.32.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV Jika Kewajiban Ganti Rugi
Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO

DALAM HAL MODAL Modal usaha
USAHA BERSAMA KSO bersama KSO

ANGGOTA KSO KURANG .
DARI KEWAJIBAN GANTI (Telah habis)

RUGI
Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) (Pengurus KSO)
(CV A) (CV B)
[ | |
Sekutu Aktif Sekutu Pasif Sekutu Pasif Sekutu Aktif

Sebatas Modal
Yang Disetor

Harta Kekayaan
Pribadi

Sebatas Modal
Yang Disetor

Harta Kekayaan
Pribadi

TANGGUNG JAWAB (RENTENG) BERDASARKAN
INGKAR JANJI/PERBUATAN MELAWAN HUKUM

JIKA TIDAK ADA KETENTUAN BAHWA PARA
ANGGOTA KSO WAJIB BERTANGGUNG
JAWAB MENURUT PERBANDINGAN
PEMASUKAN MODAL MASING-MASING

JIKAADA KETENTUAN BAHWA PARA
ANGGOTA KSO WAJIB BERTANGGUNG
JAWAB MENURUT PERBANDINGAN
PEMASUKAN MODAL MASING-MASING

I l I ]
2 Ya N e Yz N
Sekutu Aktif CV Sekutu Pasif CV Sekutu Aktif CV Sekutu Pasif CV
Adan CVB Adan CVB Adan CVB Adan CVB
J\ J \. J\ J
| I | I
Y4 ) ( Y4 N\
Sampai Harta Sebatas Modal Sampai Harta Sebatas Modal
Kekayaan Yang Disetor Kekayaan Yang Disetor
Pribadi Pribadi
. J . J/
] | I ]

KEWAIJIBAN BERUPA

Pihak Ketiga
GANTI RUGI

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari Bagan 5.32. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh CV A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun
dalam CV terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana
sekutu aktif sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu
pasif sebagai sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini, maka masing-
masing sekutu aktif dari CV A dan CV B yang merupakan pengurus dari
KSO. Kedua sekutu aktif ini berwenang mengadakan hubungan hukum
dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini
hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau

bersumber dari hukum.

Jika sekutu aktif CV yang merupakan anggota KSO tersebut melakukan
perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada
pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa
pertanggungjawaban anggota KSO secara renteng bagi sekutu aktif dan
sekutu pasif CV A serta sekutu aktif dan sekutu pasif PT B kepada pihak

ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah
habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi
kepada pihak ketiga, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah terdapat
ketentuan bahwa para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut
perbandingan pemasukan modal masing-masing atau tidak. Dalam hal

terdapat ketentuan itu, maka sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B selaku
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pengurus KSO wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga sampai dengan
harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A dan harta kekayaan pribadi sekutu
aktif CV B sesuai dengan bagian pemasukan modal yang dimasukkan ke
dalam KSO, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya

bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.

Sedangkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur
mengenai para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan
pemasukan modal, maka sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV B selaku
pengurus KSO wajib bertanggung jawab kepada pihak ketiga sampai dengan
harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A dan harta kekayaan pribadi sekutu
aktif CV B dengan besaran jumlah yang sama, sedangkan sekutu pasif CV A
dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang
disetorkannya saja. Dengan begitu, diketahui pertanggungjawaban anggota
KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta
kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A dan sekutu aktif
CV B sampai dengan harta kekayaan pribadi masing-masing, sedangkan
sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas

modal yang disetorkannya saja.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf d bahwa dalam hal anggota KSO
memberikan kuasa pengurusan kepada salah satu anggota KSO, maka
anggota KSO yang diberikan kuasa tersebut merupakan pengurus KSO (/ead

firm) yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
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ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan hukum

seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan melihat Bagan 5.33. sebagai

berikut:

Bagan 5.33.

Perikatan Antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah
Diberikan Kuasa Dengan Pihak Ketiga

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (CVB)
(CVA)*
| 1

[ Sekutu Aktif J[ Sekutu Pasif J

PERIKATAN YANG
BERSUMBER DARI
PERJANJIAN/HUKUM

v

[ Pihak Ketiga J

* CV A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai lead firm sehingga berwenang
melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk

kepentingan KSO.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari Bagan 5.33. di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV
A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV
terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif
sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai
sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini sekutu aktif CV B
memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi lead firm
sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan
KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan
hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana
dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari
perjanjian atau bersumber dari hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa

sebagaimana digambarkan dalam Bagan 5.34. sebagai berikut:
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Bagan 5.34.

Pengurus KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa Bertanggung
Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat
Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (CVB)
(CVA)*
| 1

------ ~[ Sekutu Aktif J[ Sekutu Pasif ]

3

Melakukan ingkar
janji/perbuatan
melawan hukum

PERIKATAN YANG BERSUMBER
DARI PERJANJIAN/HUKUM

A\ 4

Pihak Ketiga

TANGGUNG JAWAB ATAS
DASAR INGKAR
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM

KEWAIJIBAN BERUPA ]

GANTI RUGI

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari Bagan 5.34. di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV
A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV
terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif
sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai
sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini sekutu aktif CV B
memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi lead firm
sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan
KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan
hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana
dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari

perjanjian atau bersumber dari hukum.

Jika sekutu aktif CV A yang merupakan lead firm KSO tersebut
melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum
kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi
berupa pertanggungjawaban sekutu aktif CV A sebagai anggota KSO kepada
pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak
ketiga. Selanjutnya sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota
KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta

kekayaan pada situasi ini, dapat dilihat dalam Bagan 5.335., sebagai berikut:
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Bagan 5.35.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa
Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal
Usaha Bersama Anggota KSO

DALAM HAL MODAL Modal usaha
USAHA BERSAMA KSO bersama KSO
ANGGOTA KSO KURANG .
DARI KEWAJIBAN GANTI (Telah habis)
RUGI I
Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (CVB)
(CVA)*
| 1
[ Sekutu Aktif J[ Sekutu Pasif ]_
Sampai Harta
Kekayaan Pribadi \ 4
Sekutu Aktif Sebatas Modal
Yang
Disetorkan
~N
TANGGUNG JAWAB PENUH
BERDASARKAN
INGKAR JANJI/PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
4
N\
KEWAJIBAN BERUPA <
GANTI RUGI
) 4
Pihak Ketiga

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.



264

Dari Bagan 5.35. di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV
A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV
terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif
sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai
sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini sekutu aktif CV B
memberikan kuasa kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi lead firm
sehingga sekutu aktif CV A saja yang berwenang melakukan pengurusan
KSO. Oleh karenanya sekutu aktif CV A saja yang berwenang mengadakan
hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana
dalam hal ini hubungan hukum (perikatan) tersebut dapat bersumber dari
perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika sekutu aktif CV A yang
merupakan lead firm KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji atau
melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka perbuatan
tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban sekutu aktif
CV A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban

pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah
habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi
kepada pihak ketiga, maka sekutu aktif CV A selaku lead firm/pengurus KSO
yang sudah diberikan kuasa oleh para sekutu CV B wajib bertanggung jawab
secara penuh kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi

sekutu aktif CV A, sedangkan sekutu pasif CV A hanya bertanggung jawab
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sebatas modal yang disetorkannya saja. Demikian halnya, para sekutu CV B
hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.
Dengan begitu terlihat bahwa pertanggungjawaban anggota KSO kepada
pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada
situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan
pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi para sekutu CV

B bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf e bahwa masing-masing anggota
KSO merupakan pengurus KSO yang berwenang mewakili KSO dalam
hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO
antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha
tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan

melihat Bagan 5.36. sebagai berikut:
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Bagan 5.36.
Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk PT dan CV Dengan Pihak Ketiga

.

Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) (Pengurus KSO)
(PT A)* (CV B)*

A

[ Sekutu Pasif ][ Sekutu Aktif J

1

PERJANJIAN/HUKUM

l

[ Pihak Ketiga ]

* Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus (tidak adanya pemberian kuasa untuk
pengurusan kepada salah satu pihak dalam Perjanjian KSO)

[ PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI ]

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.36. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal
ini, PT A sebagai subjek hukum yang merupakan salah satu pengurus dari
KSO, sementara CV B yang bukan subjek hukum dalam lalu lintas pergaulan
hukumnya diwakilkan oleh sekutu aktif CV B yang menjadi salah satu
pengurus dari KSO. Selanjutnya, PT A dan sekutu aktif CV B inilah yang

berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk
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kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan)
tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum.
Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam Bagan

5.37. sebagai berikut:

Bagan 5.37.

Pengurus KSO Berbentuk PT dan CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk
Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau
Perbuatan Melawan Hukum

KSO
Anggota KSO Anggota KSO
T (Pengurus KSO) (Pengurus KSO)
i (PTA) (CVB)
1
1
: I
i
: I l
Melakukan ingkar 1 Sekutu Pasif Sekutu Aktif -1 Melakukan ingkar
janji/perbuatan - _: l_ - janji/perbuatan
melawan hukum : 1 melawan hukum
! ) :
! I
! I
! I
! I
! I
! I
1 PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI :
: PERJANJIAN/HUKUM 1
I i
: v !
! I
! =( Pihak Ketiga ]‘ !
1 < 1
: ) :
1 A
! 1 !
! I
i e A i
] TANGGUNG JAWAB ATAS fommmmmmmm e 1
DASAR INGKAR
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
\- | J
4 N\
KEWAIJIBAN BERUPA
GANTI RUGI
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Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjelasan Bagan 5.37. di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO
dalam hal ini adalah PT A dan CV B yang dalam hal bertindak mewakili CV
B adalah sekutu aktif CV B, di mana keduanya merupakan subjek hukum,
pengurus dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum
(perikatan) dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau
bersumber dari hukum. Jika anggota KSO tersebut melakukan perbuatan
ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga,
maka  perbuatan  tersebut = menimbulkan  konsekuensi  berupa
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk
kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya sampai
sejauh mana pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga
dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, dapat

dilihat dalam Bagan 5.38., sebagai berikut:
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Bagan 5.38.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT dan CV Kepada Pihak Ketiga
Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama

Anggota KSO
DALAM HAL MODAL USAHA Modal usaha bersama
BERSAMA ANGGOTA KSO KSO KSO (Telah habis)
KURANG DARI KEWAJIBAN
GANTI RUGI

Anggota KSO (Pengurus
KSO) (PTA)

[

Anggota KSO (Pengurus
KSO) (CV B)

f—1 ]

[ Sekutu Pasif ][ Sekutu Aktif ]
| |

Harta kekayaan PT
A

|

Sebatas Modal Harta Kekayaan
Yang Disetor Pribadi

|

TANGGUNG JAWAB (RENTENG) BERDASARKAN
INGKAR JANJI/PERBUATAN MELAWAN HUKUM

JIKA ADA KETENTUAN BAHWA PARA ANGGOTA
KSO WAJIB BERTANGGUNG JAWAB MENURUT
PERBANDINGAN PEMASUKAN MODAL MASING-

MASING

JIKA TIDAK ADA KETENTUAN BAHWA PARA
ANGGOTA KSO WAJIB BERTANGGUNG JAWAB
MENURUT PERBANDINGAN PEMASUKAN MODAL
MASING-MASING

I I 1
Anggota KSO Anggota KSO Anggota KSO Anggota KSO
(Pengurus KSO) (Pengurus KSO) (Pengurus KSO) (Pengurus KSO)
(PTA) (CVB) (PTA) (CVB)

|

Sekutu Sekutu Pasif Sekutu Sekutu Pasif
SAMPAI HARTA Aktif CV B CVB SAMPAI HARTA Aktif CV B CVB
KEKAYAAN PT KEKAYAAN PT
A SESUAI - A SECARA
BAGIAN Sampai Sebatas JUMLAH YANG Sampai Sebatas
PEMASUKAN Harta Modal SAMA Harta Modal
MODAL KSO Kekayaan Yang Kekayaan Yang
Pribadi Disetor Pribadi Disetor
1 I ]
Sumber: Hasil Penelitian, 2024. KEWAJIBAN BERUPA

Pihak Ketiga
GANTI RUGI
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Dari Bagan 5.38. di atas dapat dilihat bahwa anggota KSO dalam hal
ini adalah PT A dan CV B yang dalam hal bertindak mewakili CV B adalah
sekutu aktif CV B, di mana keduanya merupakan subjek hukum, pengurus
dari KSO sekaligus menjadi pihak dalam hubungan hukum (perikatan)
dengan pihak ketiga, baik yang bersumber dari perjanjian atau bersumber dari
hukum. Dalam hal anggota KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji
atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka
perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti

rugi kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah
habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi
kepada pihak ketiga, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah terdapat
ketentuan bahwa para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut
perbandingan pemasukan modal masing-masing atau tidak. Dalam hal
terdapat ketentuan itu, maka PT A dan sekutu aktif CV B selaku pengurus
KSO wajib bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai
dengan harta kekayaan PT A dan sekutu aktif CV B wajib bertanggung jawab
kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV
B sesuai dengan bagian pemasukan modal yang dimasukkan ke dalam KSO,
sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang

disetorkannya saja.
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Sedangkan, dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur
mengenai para anggota KSO wajib bertanggung jawab menurut perbandingan
pemasukan modal, maka PT A dan sekutu aktif CV B selaku pengurus KSO
wajib bertanggung jawab secara renteng kepada pihak ketiga sampai dengan
harta kekayaan PT A dan sekutu aktif CV B wajib bertanggung jawab kepada
pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B dengan
besaran jumlah yang sama, sedangkan sekutu pasif CV B hanya bertanggung
jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Dengan begitu terlihat bahwa
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan
prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta
kekayaan PT A dan sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV
B yang menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu pasif CV B hanya
bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Dari situasi
tersebut, perbedaan pertanggungjawaban di mana dalam hal PT sampai
dengan harta kekayaan PT, sedangkan dalam hal CV sampai dengan harta
kekayaan pribadi sekutu aktifnya memperlihatkan kedudukan sekutu aktif

CV lebih lemah daripada PT.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf f bahwa adanya penunjukkan
kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha berbadan hukum, seperti
misalnya PT sebagai lead firm yang berwenang mewakili KSO dalam
hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO

antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha
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tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan

melihat Bagan 5.39. sebagai berikut:

Bagan 5.39.

Perikatan antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah
Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk CV Dengan Pihak Ketiga

[ KSO ]

Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (CV B)
(PT A)*
|
| ]
[ PERIKATAN YANG BERSUMBER J [ Sekutu Aktif ] [ Sekutu Pasif ]
DARI PERJANJIAN/HUKUM CVB CVB

v

[ Pihak Ketiga ]

* PT A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai lead firm sehingga berwenang
melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.39. di atas, dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal
ini, PT A diberikan kuasa oleh CV B untuk menjadi lead firm sehingga PT A
saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A
saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga
untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum

(perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari
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hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam

Bagan 5.40. sebagai berikut:

Bagan 5.40.

Pengurus KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota
KSO Berbentuk CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian
Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan
Melawan Hukum

KSO

Anggota KSO Anggota KSO
===== (Lead Firm KSO) (CVB)
(PT A)*

A |
| ]

Sekutu Aktif Sekutu Pasif
PERIKATAN YANG BERSUMBER CVB CVB
DARI PERJANJIAN/HUKUM

Melakukan ingkar
janji/perbuatan
melawan hukum

\ 4

_____ { Pihak Ketiga J

A

TANGGUNG JAWAB ATAS
DASAR INGKAR
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM

KEWAIJIBAN BERUPA
GANTI RUGI

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari Bagan 5.40. di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal
ini, PT A diberikan kuasa oleh CV B untuk menjadi lead firm sehingga PT A
saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A
saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk
kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan)
tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT
A yang merupakan /ead firm KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji
atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka
perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban
PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban
pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya sampai sejauh mana
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan
prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, dapat dilihat dalam

Bagan 5.41., sebagai berikut:
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Bagan 5.41.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa
oleh Anggota KSO Berbentuk CV Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban
Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO

KSO Modal usaha
bersama KSO
(Telah habis)

USAHA BERSAMA
ANGGOTA KSO KURANG
DARI KEWAJIBAN GANTI

RUGI

DALAM HAL MODAL [

N
Anggota KSO Anggota KSO

(Lead Firm KSO) (CVB)
(PT A)*

N
Harta kekayaan Sekgt\lll gktif Sekgt\lll 1I;asif
PTA

TANGGUNG JAWAB PENUH
ATAS DASAR INGKAR
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM

KEWAIJIBAN BERUPA
GANTI RUGI

A 4

[ Pihak Ketiga J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.41. di atas dapat dilihat bahwa KSO tersebut didirikan
oleh PT A dan CV B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Dalam hal

ini, PT A diberikan kuasa oleh CV B untuk menjadi lead firm sehingga PT A



276

saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO dan oleh karenanya PT A
saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk
kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum (perikatan)
tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari hukum. Jika PT
A yang merupakan /ead firm KSO tersebut melakukan perbuatan ingkar janji
atau melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak ketiga, maka
perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban
PT A sebagai anggota KSO kepada pihak ketiga dalam bentuk kewajiban
pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga. Selanjutnya, dalam hal modal
usaha bersama anggota KSO telah habis/modal usaha bersama anggota KSO
kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, PT A selaku lead firm
wajib bertanggung jawab secara penuh kepada pihak ketiga sampai dengan
harta kekayaan PT A, sedangkan sekutu aktif dan sekutu pasif CV B hanya
bertanggung jawab sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke
dalam KSO saja. Dengan begitu terlihat bahwa pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan
harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta
kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu pasif CV B sebatas

pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO saja.

Selanjutnya, dijelaskan dalam huruf g bahwa adanya penunjukkan
kepada anggota KSO yang berbentuk badan usaha tidak berbadan hukum,

seperti misalnya CV sebagai lead firm yang berwenang mewakili KSO dalam
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hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO
antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha
tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Penjelasan dimulai dengan
melihat Bagan 5.42. sebagai berikut:

Bagan 5.42.

Perikatan Antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah
Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk PT Dengan Pihak Ketiga

KSO

Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (PTB)
(CVA)*

[ Sekutu Aktif J[ Sekutu Pasif J

PERIKATAN YANG
BERSUMBER DARI
PERJANJIAN/HUKUM

[ Pihak Ketiga J

* CV A merupakan anggota KSO yang bertindak sebagai lead firm sehingga berwenang
melakukan pengurusan KSO, seperti melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk
kepentingan KSO.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari Bagan 5.42. di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV
A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV
terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif
sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai
sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini PT B memberikan kuasa
kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi lead firm sehingga sekutu aktif CV
A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu
aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak
ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum
(perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari
hukum. Selanjutnya dapat terjadi peristiwa sebagaimana digambarkan dalam

Bagan 5.43. sebagai berikut:
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Bagan 5.43.

Pengurus KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota
KSO Berbentuk PT Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian
Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan
Melawan Hukum

Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (PTB)
(CVA)*

______ -[ Sekutu Aktif ][ Sekutu Pasif J

y N

Melakukan ingkar
janji/perbuatan
melawan hukum

PERIKATAN YANG BERSUMBER
DARI PERJANJIAN/HUKUM

A\ 4

Pihak Ketiga

TANGGUNG JAWAB ATAS
DASAR INGKAR
JANJI/PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
- J

Y

KEWAIJIBAN BERUPA
GANTI RUGI

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.
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Dari Bagan 5.43. di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV
A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV
terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif
sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai
sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini PT B memberikan kuasa
kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi lead firm sehingga sekutu aktif CV
A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu
aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak
ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum
(perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari

hukum.

Jika sekutu aktif CV A yang merupakan lead firm KSO tersebut
melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum
kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi
berupa pertanggungjawaban sekutu aktif CV A sebagai anggota KSO kepada
pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak
ketiga. Selanjutnya sampai sejauh mana pertanggungjawaban anggota
KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta

kekayaan pada situasi ini, dapat dilihat dalam Bagan 5.44., sebagai berikut:
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Bagan 5.44.

Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa
oleh Anggota KSO Berbentuk PT Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban
Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO

DALAM HAL MODAL

USAHA BERSAMA KSO Modal usaha
ANGGOTA KSO KURANG bersama KSO
DARI KEWAJIBAN GANTI (Telah habis)

RUGI I
Anggota KSO Anggota KSO
(Lead Firm KSO) (PTB)
(CVA)*
| 1
[ Sekutu Aktif J[ Sekutu Pasif ]_
Sampai Harta
Kekayaan Pribadi A4
Sekutu Aktif Sebatas Modal
Yang
Disetorkan
TANGGUNG JAWAB PENUH
BERDASARKAN
INGKAR JANJI/PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
J
N\
KEWAJIBAN BERUPA <
GANTI RUGI

A 4

[ Pihak Ketiga J

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari Bagan 5.44. di atas, dapat dilihat KSO tersebut didirikan oleh CV

A dan PT B sehingga keduanya menjadi anggota KSO. Adapun dalam CV
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terdapat sekutu-sekutu yang merupakan subjek hukum, di mana sekutu aktif
sebagai sekutu yang menjalankan kegiatan usaha CV dan sekutu pasif sebagai
sekutu pemberi modal kepada CV. Dalam hal ini PT B memberikan kuasa
kepada sekutu aktif CV A untuk menjadi lead firm sehingga sekutu aktif CV
A saja yang berwenang melakukan pengurusan KSO. Oleh karenanya sekutu
aktif CV A saja yang berwenang mengadakan hubungan hukum dengan pihak
ketiga untuk kepentingan KSO, yang mana dalam hal ini hubungan hukum
(perikatan) tersebut dapat bersumber dari perjanjian atau bersumber dari
hukum. Jika sekutu aktif CV A yang merupakan lead firm KSO tersebut
melakukan perbuatan ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum
kepada pihak ketiga, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi
berupa pertanggungjawaban sekutu aktif CV A sebagai anggota KSO kepada
pihak ketiga dalam bentuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak

ketiga.

Selanjutnya, dalam hal modal usaha bersama anggota KSO telah
habis/modal usaha bersama anggota KSO kurang dari kewajiban ganti rugi
kepada pihak ketiga, maka sekutu aktif CV A selaku lead firm/pengurus KSO
yang sudah diberikan kuasa oleh PT B wajib bertanggung jawab secara penuh
kepada pihak ketiga sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV
A, sedangkan sekutu pasif CV A hanya bertanggung jawab sebatas modal
yang disetorkannya saja. Demikian halnya, PT B hanya bertanggung jawab

sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO. Dengan begitu terlihat
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bahwa pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi
sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV
A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung jawab sebatas modal

yang disetorkannya ke dalam KSO.

Berdasarkan seluruh situasi yang telah dijelaskan di atas, dapat terjadi
situasi anggota KSO yang telah dibebankan tanggung jawab memberikan
ganti rugi belum dapat langsung melaksanakan tanggung jawab tersebut
kepada pihak ketiga. Hal tersebut karena harta kekayaan anggota KSO yang
telah dibebankan tanggung jawab telah habis/kurang dari kewajiban ganti
rugi kepada pihak ketiga. Seperti misalnya, harta kekayaan anggota KSO
berbentuk PT yang dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi telah
habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga ataupun harta
kekayaan sekutu aktif CV yang dibebankan tanggung jawab memberikan

ganti rugi telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga.

Menyikapi persoalan tersebut, jika dalam situasi yang dimaksud, masih
terdapat anggota KSO lain dalam KSO yang sama dengan anggota KSO yang
dibebankan tanggung jawab, dengan cuma-cuma dapat membuat perjanjian
hibah antara anggota KSO lain dengan anggota KSO yang dibebankan
tanggung jawab untuk kepentingan memenuhi pelaksanaan tanggung jawab
memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga. Jika dikaitkan pada ketentuan

Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur mengenai ketentuan kebebasan
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berkontrak, maka perjanjian hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1666
KUHPerdata dapat dibentuk oleh anggota KSO yang dimaksud untuk
kepentingan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab. Adapun

pengertian perjanjian hibah dalam Pasal 1666 KUHPerdata, sebagai berikut:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu
hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,
menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang
menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain
hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”

Selanjutnya Pasal 1666 KUHPerdata tersebut dikaitkan dengan
karakteristik perjanjian hibah yang merupakan perjanjian cuma-cuma

sebagaimana diatur dalam Pasal 1314 Ayat (2) KUHPerdata, sebagai berikut:

“Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak
yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.”

Dalam kaitan tersebut, dipahami bahwa perjanjian hibah berasal dari
kehendak pemberi hibah untuk memberikan suatu benda yang dapat berupa
keuntungan kepada penerima hibah, tanpa menerima suatu manfaat bagi
pemberi hibah. Jika hal tersebut dikaitkan dengan situasi di mana anggota
KSO lain dalam KSO yang sama dengan anggota KSO yang dibebankan
tanggung jawab, dengan cuma-cuma dapat membuat perjanjian hibah untuk
memberikan suatu benda yang dapat berupa keuntungan kepada anggota KSO
yang dibebankan tanggung jawab selaku penerima hibah. Pemberi hibah tidak

menerima suatu manfaat apapun dari pemberian hibah. Sedangkan, penerima
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hibah menerima suatu manfaat cuma-cuma berupa benda dari pemberi hibah
yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada pihak

ketiga.

Jika situasi yang terjadi masih belum cukup memenuhi pelaksanaan
kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka anggota KSO yang telah
dibebankan tanggung jawab tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi
kepada pihak ketiga. Hal tersebut mengingat harta kekayaan anggota KSO
yang bersangkutan telah habis, dalam hal anggota KSO berbentuk PT, maka
harta kekayaan PT telah habis ataupun dalam hal anggota KSO berbentuk CV,

maka harta kekayaan sekutu aktif CV telah habis.

Agar menghindari situasi di mana anggota KSO yang telah dibebankan
tanggung jawab tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi kepada pihak
ketiga, maka para pihak anggota KSO maupun pihak ketiga harus berhati-hati
dalam mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Kehati-hatian yang dimaksud
diwujudkan dengan menetapkan perjanjian penanggungan sebagai
perjanjian yang bersifat tambahan atau accesoir dari perjanjian pokoknya,
sebagaimana penanggungan itu sendiri diatur di dalam Pasal 1820

KUHPerdata, sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak
ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak
memenuhinya.”
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Adanya penanggungan di atas pada pokoknya sebagai bentuk jaminan
bagi pelaksanaan perikatan debitur kepada kreditur apabila debitur tidak
dapat memenuhi perikatannya. Bentuk penanggungan ini dapat berupa
jaminan perorangan yang merupakan suatu persetujuan pihak ketiga untuk
kepentingan kreditur berjanji akan mengikatkan diri untuk memenuhi
kewajiban debitur, jika debitur tersendiri mungkin atau tidak sanggup
memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.?!” Selain itu, dapat
juga penanggungan yang diberikan oleh badan hukum.?'® Dalam konteks
KSO, adanya penanggungan berdasarkan perjanjian penanggungan
menjadi solusi ketika anggota KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi

perikatannya kepada pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa tanggung jawab
anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak
ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dapat berupa
tanggung jawab atas dasar ingkar janji atau tanggung jawab atas dasar
perbuatan melawan hukum, yang keduanya membebankan kewajiban ganti
rugi dari anggota KSO kepada pihak ketiga. Jika anggota KSO berbentuk
badan usaha berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk PT,

maka yang dikenai pertanggungjawaban adalah PT sebagai anggota KSO.

217 Nur Intan Yunianti dan Ambar Budhisulistyawati, “Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal
Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta
dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta”, Jurnal Privat Law, Volume 8 Nomor 1, Januari-Juni
2020, hlm 113.

213 Fera Puspita Rianto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Corporate Guarantee
Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Aktualita, Volume 3 Nomor 1, 2020, hal 616.
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Adapun pertanggungjawabannya untuk ganti rugi tersebut sampai dengan
harta kekayaan PT, atau tidak sampai dengan harta kekayaan para pemegang
saham. Selanjutnya, jika anggota KSO berbentuk badan usaha yang tidak
berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk CV, maka yang
dapat dikenai pertanggungjawaban adalah anggota CV itu sendiri yang dalam
hal ini adalah pesero komplementer (sekutu aktif) yang bertanggung jawab
sampai dengan harta kekayaan pribadi dan pesero komanditer (sekutu pasif)
yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan ke dalam
KSO saja terkecuali pesero komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan

pengurusan CV.

Adapun telah dijelaskan sampai sejauh mana pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga, dikaitkan dengan prinsip pemisahan

harta kekayaan, dengan situasi-situasi sebagai berikut:

a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan
hukum, seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta
kekayaan masing-masing PT yang menjadi anggota KSO.

b. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai lead

firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum
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dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha
berbadan hukum seperti misalnya PT. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi
PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi PT B
sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO
saja.

. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan
hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif
CV A dan sekutu aktif CV B sampai dengan harta kekayaan pribadi
masing-masing, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV
B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai lead
firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum
dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha
tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan

dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi
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sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu
aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi para sekutu CV B
bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam
KSO.

. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan
hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan
hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni sampai dengan
harta kekayaan PT A dan sampai dengan harta kekayaan pribadi
sekutu aktif CV B yang menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu
pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang
disetorkannya saja.

. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan
usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai lead firm yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan
hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan
hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban

anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
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pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai
dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu
pasif CV B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke
dalam KSO saja.

. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan
usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai lead firm
yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan
pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha
berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak
berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi
sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif
CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung jawab

sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.
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Adanya Ketidakjelasan dan Belum Lengkapnya Hukum Mengenai
Tanggung Jawab Anggota KSO Terhadap Kewajiban Yang Belum
Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Pembangunan
Hukum Perusahaan di Indonesia

Dari penjelasan subbab sebelumnya diketahui bahwa pengaturan KSO
ditemukan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP
14/2021, yang pada dasarnya ketiga peraturan tersebut mengatur kegiatan-
kegiatan dalam bidang usaha jasa konstruksi. Dalam ketiga peraturan tersebut
ditemukan beberapa ketentuan mengenai KSO seperti pengertian KSO dan
pihak-pihak yang dapat mendirikan sekaligus menjadi anggota KSO, namun
dalam ketiga peraturan tersebut belum ditemukan adanya ketentuan yang
mengatur secara lengkap dan jelas tentang KSO pada umumnya dan

pertanggungjawaban anggota KSO pada khususnya.

Lebih lanjut, terhadap belum lengkap dan jelasnya ketiga peraturan
yang mengatur mengenai KSO, dapat dilihat pada pembahasan subbab
sebelumnya yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban anggota KSO
terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dapat berupa tanggung jawab atas
dasar ingkar janji atau tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum,
yang keduanya membebankan kewajiban ganti rugi dari anggota KSO kepada
pihak ketiga. Jika anggota KSO berbentuk badan usaha berbadan hukum,

dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk PT, maka yang dikenai
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pertanggungjawaban adalah PT sebagai anggota KSO. Selanjutnya, jika
anggota KSO berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam
penelitian ini dibatasi pada bentuk CV, maka yang dapat dikenai
pertanggungjawaban adalah anggota CV itu sendiri yang dalam hal ini adalah

pesero komplementer (sekutu aktif) dan pesero komanditer (sekutu pasif).

Lebih lanjut, mengenai ketentuan sejauh mana pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga telah dijelaskan pada subbab sebelumnya

dengan situasi-situasi sebagai berikut:

a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha berbadan
hukum, seperti misalnya PT. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini sampai dengan harta
kekayaan masing-masing PT yang menjadi anggota KSO.

b. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai lead
firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum
dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha
berbadan hukum seperti misalnya PT. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi

PT A sampai dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi PT B



293

sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke dalam KSO
saja.

. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak berbadan
hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif
CV A dan sekutu aktif CV B sampai dengan harta kekayaan pribadi
masing-masing, sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV
B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.
. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai lead
firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum
dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha
tidak berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi
sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu
aktif CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi para sekutu CV B
bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam

KSO.
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e. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan
hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan
hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni sampai dengan
harta kekayaan PT A dan sampai dengan harta kekayaan pribadi
sekutu aktif CV B yang menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu
pasif CV B hanya bertanggung jawab sebatas modal yang
disetorkannya saja.

f. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan
usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai lead firm yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan pihak
ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha berbadan
hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan
hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai
dengan harta kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu
pasif CV B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan ke

dalam KSO saja.
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g. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk badan
usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV sebagai lead firm
yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan
pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan usaha
berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan usaha tidak
berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi
sekutu aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif
CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung jawab
sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

Penjelasan situasi di atas, didapatkan dari adanya hasil analogi terhadap
ketentuan dalam KUHPerdata. Hal tersebut dilakukan karena adanya
kesamaan antara unsur-unsur Persekutuan Perdata yang ada dalam
KUHPerdata dengan unsur-unsur KSO yang ada dalam Undang-Undang Jasa
Konstruksi, PP 22/2020, dan PP 14/2021. Dari penjelasan tersebut dapat
dilihat bahwa dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020, dan PP
14/2021 belum ditemukan mengenai aturan yang mengatur sampai sejauh

mana anggota KSO tersebut dapat bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

Permasalahan hukum yang terjadi tersebut diatasi dengan adanya
konsep pembangunan hukum nasional. Adapun konsep pembangunan

hukum nasional dikemukakan oleh Mochtar Kusuma-atmadja tentang Hukum
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Pembangunan, di mana gagasan yang menjadi perhatian adalah “hukum
sebagai sarana pembangunan”, yang dilaksanakan melalui peran atau fungsi
hukum dalam masyarakat yang sedang membangun.?!® Oleh karenanya
Mochtar Kusuma-atmadja menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum, yang
mana hukum merupakan salah satu kaidah sosial.??° Dari penjelasan tersebut
dapat dilihat bahwa gagasan pembangunan hukum yang dikemukakan oleh
Mochtar Kusuma-atmadja adalah hukum sebagai sarana pembangunan pada
masyarakat yang sedang membangun di mana hukum berfungsi sebagai

kaidah sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, kaitannya dengan pembangunan hukum, Mochtar
Kusuma-atmadja menyadari bahwa pada masyarakat yang sedang
membangun dicirikan oleh adanya perubahan, maka hukum tidak hanya
cukup berfungsi secara konservatif, melainkan hukum bersifat memelihara
dan mempertahankan apa yang telah tercapai dan juga harus memiliki fungsi
yaitu membantu proses perubahan masyarakat agar perubahan yang terjadi
berlangsung secara teratur dan tertib.??! Dari penjelasan tersebut dapat
dipahami bahwa gagasan pembangunan hukum menurut Mochtar Kusuma-
atmadja adalah bagaimana hukum dapat difungsikan sebagai sarana dalam
merekayasa masyarakat. Dalam menghadapi situasi masyarakat yang selalu

berubah, hukum harus dijadikan sebagai sarana pembangunan dalam

219 M. Zulfa Aulia, Op.Cit, hlm 368-371.
220 Jbid.
221 M Zulfa Aulia, Op.Cit, hlm 372.
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mengendalikan perubahan masyarakat tersebut, yang mana salah satu caranya

adalah dengan melakukan pembangunan hukum.

Selain itu, penjelasan Mochtar Kusuma-atmadja tersebut sejalan
dengan pendapat Roeslan Saleh sebagaimana disitir oleh Any Ismayawati
menyatakan bahwa pembangunan hukum harus selaras dengan dinamika
kehidupan.??? Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa pembangunan hukum
harus sejalan dengan dinamika kehidupan yang mana dinamika kehidupan
ditandai dengan adanya perubahan masyarakat. Oleh karena hal tersebut
pembangunan hukum diperlukan agar terjadinya dinamika dalam masyarakat

sejalan dengan adanya pembaharuan hukum.

Apabila pendapat tersebut dikaitkan dalam penelitian ini, pembangunan
hukum dapat digunakan untuk menyikapi permasalahan berupa belum
lengkap dan jelasnya peraturan yang mengatur mengenai sampai sejauh mana
pertanggungjawaban KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan
kepada pihak ketiga. Hukum dapat digunakan sebagai sarana pembangunan
dan membantu masyarakat agar perubahan masyarakat tersebut dapat berjalan
secara tertib khususnya mengenai pertanggungjawaban KSO yang belum

diselesaikan kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, pembangunan hukum tersebut dapat dilakukan dengan

cara pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang dituangkan ke dalam

222 Any Ismayawati, Op.Cit, hlm 54,
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peraturan tertulis. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa menurut Catharina
Dewi Wulansari pembangunan hukum harus dilakukan dengan mendasarkan
pada Kerangka Sistem Hukum Nasional yang ada. Hal ini dikarenakan
pembangunan hukum merupakan salah satu kegiatan dalam Kerangka Sistem
Hukum Nasional.??* Selanjutnya, berdasarkan Bagan 4.1. pada bab
sebelumnya menjelaskan bahwa proses pembangunan hukum terdiri dari 4

(empat) proses yaitu:

a. Pengkajian dan penelitian hukum,;
b. Pembentukan hukum;
c. Penerapan/penataan dan pelayanan hukum; dan
d. Penegakan hukum.
Dari keempat proses tersebut selanjutnya hukum nasional diartikan sebagai

suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

a. Budaya hukum,;

b. Materi/substansi hukum,;

c. Lembaga hukum, proses, dan mekanisme hukum; serta

d. Sarana dan prasarana fisik dan non fisik.

Penjelasan mengenai proses pembangunan hukum berdasarkan
Kerangka Sistem Hukum Nasional yang ada dapat dilihat dalam Bagan 5.45.

sebagai berikut:

223 Catharina Dewi Wulansari, Op. Cit, hlm 235.
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Bagan 5.45.

Pembangunan Hukum Dengan Cara Pembentukan Hukum

Pembangunan Hukum

A 4 \ 4 A\ 4 \ 4

Pengkajian dan Pembentukan Penerapan/Penataan Penegakan
Penelitian Hukum dan Pelayanan Hukum
Hukum

\ 4

Hukum Nasional sebagai suatu sistem yang terdiri dari
komponen-komponen sebagai berikut:

v v \4 \4

Materi/Substansi Lembaga Hukum, Sarana dan Prasarana
Hukum Proses, dan Fisik dan Non Fisik
Mekanisme Hukum

Budaya Hukum

Sumber: Disarikan dari Catharina Dewi Wulansari, 2006.

Dari penjelasan Bagan 5.46. di atas, dalam penelitian ini pembangunan
hukum yang akan dibahas dibatasi hanya mengkaji mengenai pembangunan
hukum dengan cara pembentukan hukum yang mendasarkan pada
pembangunan mengenai materi/substansi hukum. Sehingga dari penjelasan
tersebut pembangunan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
pembentukan hukum berupa pembentukan dan/atau penataan kembali

materi/substansi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini.



300

Adapun cara pembentukan hukum untuk mengatasi belum lengkap dan
belum jelasnya pertanggungjawaban KSO terhadap kewajiban yang belum
diselesaikan kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara menata ulang
substansi peraturan yang telah ada yang dilakukan dengan mengatur beberapa

hal sebagai berikut:

1. Penambahan rumusan pengertian KSO yang memuat mengenai
unsur-unsur KSO ke dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa
Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka
56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan
definisi yang berbunyi sebagai berikut:
“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku
usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke
dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama
yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian
keuntungan bersama.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah hukum, di

mana pengertian KSO baru ditemukan dalam Pasal 1 Angka 56 PP

14/2021 namun belum jelas, sementara itu, pengertian KSO belum

ditemukan di Undang-Undang Jasa Konstruksi.

2. Penambahan penjelasan yang menyatakan bahwa KSO bukan
merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk

Persekutuan Perdata dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Jasa
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Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka
56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki kesamaan

definisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing pelaku
usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha bersama ke
dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan usaha bersama
yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan adanya pembagian
keuntungan bersama. Pembentukan KSO tersebut tidak
membentuk suatu entitas baru melainkan KSO merupakan badan
usaha tidak berbadan hukum dan merupakan bentuk Persekutuan
Perdata.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk memperjelas kedudukan KSO
bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan
bentuk Persekutuan Perdata yang diatur dalam KUHPerdata
sehingga KSO dapat serta merta tunduk juga pada ketentuan
Persekutuan Perdata dalam KUHPerdata. Dalam kaitannya dengan
pertanggungjawaban hukum, adanya ketentuan ini memperjelas
bahwa KSO yang identik dengan Persekutuan Perdata tidak dapat
melakukan hubungan hukum melainkan yang dapat melakukan
hubungan hukum untuk kepentingan KSO adalah subjek hukum
yang menjadi anggota KSO itu sendiri.

. Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang
Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur pihak-pihak yang

dapat menjadi anggota KSO. Sehingga diperlukan adanya
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penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstuksi yang

berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf
C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang
mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 yang

berbunyi sebagai berikut:

“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi
usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki
Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam bentuk
Sertifikat Badan Usaha; dan
b. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan
kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang
memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi
dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan belum
lengkapnya ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi
anggota KSO dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, PP 22/2020,
dan PP 14/2021.

. Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-
Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 mengenai pihak yang dapat
dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO belum
melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga. Sehingga
diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang

Jasa Konstuksi yang berbunyi sebagai berikut:
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“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf
C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang
mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (3) PP 14/2021 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Masing-masing anggota KSO dapat dikenai
pertanggungjawaban oleh pihak ketiga dalam hal anggota KSO
melakukan tindakan ingkar janji dan/atau perbuatan hukum
kepada pihak ketiga, walaupun anggota tersebut telah
memberikan kuasa kepada anggota KSO lainnya dan tidak
melakukan pengurusan KSO.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan
hukum berupa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai
pihak yang bertanggung jawab dalam hal terdapat kewajiban
anggota KSO yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.

. Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-Undang
Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai anggota
KSO dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta
kekayaan anggota KSO tersebut. Sehingga diperlukan adanya
penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstuksi yang

berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf
C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang
mengatur lebih lanjut.”
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Juga penambahan dalam Pasal 70D ayat (4) PP 14/2021 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban masing-masing anggota KSO
sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) Pasal ini dapat dimintai
tanggung jawab sampai dengan harta kekayaan masing-masing
anggota KSO tersebut.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan
hukum berupa belum adanya peraturan yang mengatur mengenai
sampai sejauh mana anggota KSO dapat bertanggung jawab kepada
pihak ketiga. Selain itu, materi muatan ini juga dibutuhkan untuk
mengatasi permasalahan yang ada dalam poin 1 sampai dengan poin
4 di atas.

. Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi
dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban mencantumkan
klausul tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga dalam
Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara para pihak anggota KSO
maupun dalam perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO
dengan pihak ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal
33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa Konstuksi yang berbunyi sebagai

berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf
C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang
mengatur lebih lanjut.”
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Juga penambahan dalam Pasal 70D ayat (5) PP 14/2021 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap pelaku usaha yang membuat perjanjian KSO baik
perjanjian internal antara anggota KSO maupun perjanjian antara
anggota KSO dengan pihak ketiga di dalamnya wajib
mencantumkan ketentuan mengenai pihak yang wajib
bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ketentuan tersebut
berupa besaran pertanggungjawaban masing-masing anggota
KSO kepada pihak ketiga.”

Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat ini
belum mengatur mengenai hal tersebut dan masih ditemukan
Perjanjian KSO yang belum mencantumkan klausul tersebut.

. Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi
dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban bagi para pihak
anggota KSO untuk membuat perjanjian penanggungan yang dapat
berupa jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh
badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau accesoir dari setiap
perjanjian yang dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak
ketiga. Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4)

Undang-Undang Jasa Konstuksi yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf
C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang
mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (6) PP 14/2021 yang

berbunyi sebagai berikut:
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“KSO yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga wajib
membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa pemberian
jaminan perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh
badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau accesoir.”

Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat ini
belum mengatur mengenai hal tersebut dan adanya penanggungan
berdasarkan perjanjian penanggungan menjadi solusi ketika anggota
KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi perikatannya kepada
pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas, akan disertakan tabel yang menjelaskan
pembangunan hukum dengan cara merubah dan/atau menambahkan substansi
hukum tentang ketidakjelasan dan belum lengkapnya hukum mengenai
tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan
kepada pihak ketiga dalam rangka pembangunan hukum perusahaan di

Indonesia sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Substansi Pengaturan Mengenai Ketidakjelasan dan Belum Lengkapnya
Hukum Mengenai Tanggung Jawab Anggota KSO Terhadap Kewajiban
yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Perusahaan di Indonesia

No. Substansi Materi S.(ang Perlu Pembentukan Hukum
Diatur
1. | Definisi KSO Pengertian KSO | Penambahan Pasal 1 Angka 19
yang memuat | Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta
mengenai unsur- | mengubah pengertian KSO dalam
unsur KSO Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021 sehingga
di antara keduanya memiliki kesamaan
definisi yang berbunyi sebagai berikut:
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“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama
antar pelaku usaha yang masing-
masing  pihak  mempunyai  hak,
kewajiban, dan tanggung jawab yang
jelas berdasarkan perjanjian tertulis
vang mana masing-masing pelaku
usaha wajib melakukan pemasukan
modal usaha bersama ke dalam KSO
untuk mengerjakan sesuatu kegiatan
usaha bersama yang dilakukan dalam
waktu  tertentu, dengan adanya
pembagian keuntungan bersama.”

KSO merupakan
Persekutuan Perdata

Penambahan

penjelasan yang
menyatakan bahwa
KSO bukan
merupakan  badan
usaha berbadan
hukum dan
merupakan  bentuk

Persekutuan Perdata

Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang
Jasa Konstruksi, serta mengubah
pengertian KSO dalam Pasal 1 Angka
56 PP 14/2021 sehingga di antara
keduanya memiliki kesamaan definisi
yang berbunyi sebagai berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya
disingkat KSO adalah kerja sama
antar pelaku usaha yang masing-
masing  pihak  mempunyai  hak,
kewajiban, dan tanggung jawab yang
jelas berdasarkan perjanjian tertulis
yang mana masing-masing pelaku
usaha wajib melakukan pemasukan
modal usaha bersama ke dalam KSO
untuk mengerjakan sesuatu kegiatan
usaha bersama yang dilakukan dalam
waktu  tertentu, dengan adanya
pembagian  keuntungan  bersama.
Pembentukan KSO tersebut tidak
membentuk  suatu  entitas  baru
melainkan KSO merupakan badan
usaha tidak berbadan hukum dan
merupakan  bentuk  Persekutuan
Perdata.”
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Pihak-pihak  yang
dapat menjadi
anggota KSO

Penegasan ketentuan
ke dalam 1 (satu)
Pasal pada Undang-
Undang Jasa
Konstruksi dan PP

Penambahan Pasal 33 Ayat (4)
Undang-Undang Jasa Konstuksi yang
berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana
dijelaskan dalam ayat (1) huruf C

14/2021 YaNg | gilakukan  berdasarkan  ketentuan

mengatur pihak- | porasuran Pemerintah yang mengatur

pihak yang dapat | jopip janjut.

menjadi anggota

KSO. Juga penambahan dalam Pasal 70C
Ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi
sebagai berikut:
“KSO sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. badan usaha yang berbadan
hukum  (dengan  kualifikasi
usaha kecil, menengah, atau
besar) yang memiliki Perizinan
Berusaha Bidang Jasa
Konstruksi  dalam  bentuk
Sertifikat Badan Usaha; dan

b. badan wusaha yang tidak
berbadan  hukum  (dengan
kualifikasi usaha kecil,
menengah, atau besar) yang
memiliki Perizinan Berusaha
Bidang Jasa Konstruksi dalam
bentuk  Sertifikat  Badan
Usaha.”

Pihak yang dikenai | Penambahan Diperlukan adanya penambahan Pasal

pertanggungjawaban
kepada pihak ketiga

ketentuan ke dalam
1 (satu) Pasal pada
Undang-Undang

Jasa Konstruksi dan
PP 14/2021
mengenai pihak
yang dapat dikenai
pertanggungjawaban
dalam hal anggota
KSO belum

33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa
Konstuksi yang berbunyi sebagai
berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana
dijelaskan dalam ayat (1) huruf C
dilakukan  berdasarkan  ketentuan
Peraturan Pemerintah yang mengatur
lebih lanjut.”
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melaksanakan
kewajibannya
kepada pihak ketiga.

Juga penambahan dalam Pasal 70D
Ayat (3) PP 14/2021 yang berbunyi
sebagai berikut:

“Masing-masing anggota KSO dapat
dikenai  pertanggungjawaban oleh
pihak ketiga dalam hal anggota KSO
melakukan  tindakan ingkar janji
dan/atau perbuatan hukum kepada
pihak  ketiga, walaupun anggota
tersebut telah memberikan kuasa
kepada anggota KSO lainnya dan
tidak melakukan pengurusan KSO.”

Anggota KSO dapat
dimintai
pertanggungjawaban
sampai dengan harta
kekayaan  anggota
KSO

Perumusan
ketentuan ke dalam
1 (satu) Pasal pada
Undang-Undang
Jasa Konstruksi dan
PP 14/2021 yang
mengatur mengenai
anggota KSO dapat
dimintai
pertanggungjawaban
sampai kepada harta
kekayaan  anggota
KSO tersebut

Penambahan Pasal 33 Ayat (4)
Undang-Undang Jasa Konstuksi yang
berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana
dijelaskan dalam ayat (1) huruf C
dilakukan  berdasarkan  ketentuan
Peraturan Pemerintah yang mengatur
lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D
Ayat (4) PP 14/2021 yang berbunyi
sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban masing-masing
anggota KSO sebagaimana dijelaskan
dalam ayat (3) Pasal ini dapat dimintai
tanggung jawab sampai dengan harta
kekayaan masing-masing anggota
KSO tersebut.”

Kewajiban
mencantumkan
klausul ~ tanggung
jawab anggota KSO
kepada pihak ketiga

Penambahan 1 (satu)
Pasal dalam
Undang-Undang
Jasa Konstruksi dan
PP 14/2021 yang
mengatur mengenai
kewajiban
mencantumkan
klausul ~ tanggung

Penambahan Pasal 33 Ayat (4)
Undang-Undang Jasa Konstuksi yang
berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana
dijelaskan dalam ayat (1) huruf C
dilakukan  berdasarkan  ketentuan
Peraturan Pemerintah yang mengatur
lebih lanjut.”
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jawab anggota KSO
kepada pihak ketiga
dalam Perjanjian
KSO vyang dibuat
oleh dan antara para
pihak anggota KSO
maupun dalam
perjanjian yang
dibuat oleh dan
antara anggota KSO
dengan pihak ketiga.

Juga penambahan dalam Pasal 70D
Ayat (5) PP 14/2021 yang berbunyi
sebagai berikut:

“Tiap-tiap  pelaku  usaha  yang
membuat  perjanjian  KSO  baik
perjanjian internal antara anggota
KSO maupun perjanjian  antara
anggota KSO dengan pihak ketiga di
dalamnya  wajib  mencantumkan
ketentuan mengenai pihak yang wajib
bertanggung jawab kepada pihak
ketiga. Ketentuan tersebut berupa
besaran pertanggungjawaban masing-
masing anggota KSO kepada pihak
ketiga.”

Pemberian jaminan
perorangan atau
penanggungan yang
diberikan oleh badan
hukum

Penambahan 1 (satu)
Pasal dalam
Undang-Undang
Jasa Konstruksi dan
PP 14/2021 yang
mengatur mengenai
kewajiban bagi para
pihak anggota KSO
untuk membuat
perjanjian
penanggungan yang
dapat berupa
jaminan perorangan
atau penanggungan
yang diberikan oleh
badan hukum
sebagai  perjanjian
tambahan atau
accesoir dari setiap
perjanjian yang
dibuat oleh dan
antara anggota KSO
dengan pihak ketiga

Penambahan Pasal 33 Ayat (4)
Undang-Undang Jasa Konstuksi yang
berbunyi sebagai berikut:

“Kerja sama operasi sebagaimana
dijelaskan dalam ayat (1) huruf C
dilakukan  berdasarkan  ketentuan
Peraturan Pemerintah yang mengatur
lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D
Ayat (6) PP 14/2021 yang berbunyi
sebagai berikut:

“KSO yang mengadakan perjanjian
dengan pihak ketiga wajib membuat
perjanjian penanggungan yang dapat
berupa pemberian jaminan
perorangan atau penanggungan yang
diberikan oleh badan hukum sebagai
perjanjian tambahan atau accesoir.”

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.




BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas disimpulkan bahwa:

1.

Tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum
diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan
harta kekayaan dapat berupa tanggung jawab atas dasar ingkar janji atau
tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum, yang keduanya
membebankan kewajiban ganti rugi dari anggota KSO kepada pihak
ketiga. Jika anggota KSO berbentuk badan usaha berbadan hukum,
dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk PT, maka yang dikenai
pertanggungjawaban adalah PT sebagai anggota KSO. Adapun
pertanggungjawabannya untuk ganti rugi tersebut sampai dengan harta
kekayaan PT, atau tidak sampai dengan harta kekayaan para pemegang
saham. Selanjutnya, jika anggota KSO berbentuk badan usaha yang
tidak berbadan hukum, dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk CV,
maka yang dapat dikenai pertanggungjawaban adalah anggota CV itu
sendiri yang dalam hal ini adalah pesero komplementer (sekutu aktif)
yang bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi dan

pesero komanditer (sekutu pasif) yang hanya bertanggung jawab
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sebatas modal yang dimasukkan ke dalam KSO saja terkecuali pesero
komanditer (sekutu pasif) tersebut melakukan pengurusan CV.

Adapun  telah  dijelaskan  sampai  sejauh  mana

pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga, dikaitkan
dengan prinsip pemisahan harta kekayaan, dengan situasi-situasi
sebagai berikut:

a. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan
pihak ketiga, dalam hal anggota KSO adalah badan usaha
berbadan hukum, seperti misalnya PT. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga
dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada
situasi ini sampai dengan harta kekayaan masing-masing PT
yang menjadi anggota KSO.

b. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai
lead firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan
hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah
badan usaha berbadan hukum seperti misalnya PT. Dalam hal
ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga
dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada

situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan harta kekayaan PT
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A, sedangkan bagi PT B sebatas pemasukan modal usaha yang
dimasukkan ke dalam KSO saja.

. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan
pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah badan usaha tidak
berbadan hukum seperti misalnya CV. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga
dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada
situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A dan sekutu aktif CV
B sampai dengan harta kekayaan pribadi masing-masing,
sedangkan sekutu pasif CV A dan sekutu pasif CV B hanya
bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.

. Adanya penunjukkan kepada salah satu anggota KSO sebagai
lead firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan
hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota KSO adalah
badan usaha tidak berbadan hukum seperti misalnya CV.
Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada
pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta
kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu aktif CV A sampai
dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV A, bagi sekutu
pasif CV A dan bagi para sekutu CV B bertanggung jawab

sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.
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e. Masing-masing anggota KSO merupakan pengurus KSO yang
berwenang mewakili KSO dalam hubungan hukum dengan
pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO antara badan
usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT dengan badan
usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV. Dalam hal
ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada pihak ketiga
dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan pada
situasi ini, yakni sampai dengan harta kekayaan PT A dan
sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif CV B yang
menjadi anggota KSO, sedangkan sekutu pasif CV B hanya
bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja.

f. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk
badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT sebagai
lead firm yang berwenang mewakili KSO dalam hubungan
hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-anggota KSO
antara badan usaha berbadan hukum, seperti misalnya PT
dengan badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya
CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban anggota KSO kepada
pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta
kekayaan pada situasi ini, yakni bagi PT A sampai dengan

harta kekayaan PT A, sedangkan bagi sekutu aktif dan sekutu
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pasif CV B sebatas pemasukan modal usaha yang dimasukkan
ke dalam KSO saja.

g. Adanya penunjukkan kepada anggota KSO yang berbentuk
badan usaha tidak berbadan hukum, seperti misalnya CV
sebagai lead firm yang berwenang mewakili KSO dalam
hubungan hukum dengan pihak ketiga dalam hal anggota-
anggota KSO antara badan usaha berbadan hukum, seperti
misalnya PT dengan badan usaha tidak berbadan hukum,
seperti misalnya CV. Dalam hal ini, pertanggungjawaban
anggota KSO kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip
pemisahan harta kekayaan pada situasi ini, yakni bagi sekutu
aktif CV A sampai dengan harta kekayaan pribadi sekutu aktif
CV A, bagi sekutu pasif CV A dan bagi PT B bertanggung
jawab sebatas modal yang disetorkannya ke dalam KSO.

Berdasarkan seluruh situasi di atas, dapat terjadi situasi anggota

KSO yang telah dibebankan tanggung jawab memberikan ganti rugi
belum dapat langsung melaksanakan tanggung jawab tersebut kepada
pihak ketiga karena harta kekayaan anggota KSO tersebut telah
habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga. Seperti
misalnya, harta kekayaan anggota KSO berbentuk PT yang dibebankan
tanggung jawab memberikan ganti rugi telah habis/kurang dari

kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga ataupun harta kekayaan
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sekutu aktif CV yang dibebankan tanggung jawab memberikan ganti
rugi telah habis/kurang dari kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga.

Menyikapi persoalan tersebut, jika dalam situasi yang dimaksud,
masih terdapat anggota KSO lain dalam KSO yang sama dengan
anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab, dengan cuma-cuma
dapat membuat perjanjian hibah antara anggota KSO lain sebagai
pemberi hibah dengan anggota KSO yang dibebankan tanggung jawab
sebagai penerima hibah, untuk memberikan suatu benda yang dapat
berupa keuntungan. Pemberi hibah tidak menerima suatu manfaat
apapun dari pemberian hibah. Sedangkan, penerima hibah menerima
suatu manfaat cuma-cuma berupa benda dari pemberi hibah yang
digunakan untuk melaksanakan kewajiban ganti rugi kepada pihak
ketiga.

Jika situasi yang terjadi masih belum cukup memenuhi
pelaksanaan kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga, maka anggota
KSO yang telah dibebankan tanggung jawab tidak dapat memenuhi
kewajiban ganti rugi kepada pihak ketiga. Hal tersebut mengingat
harta kekayaan anggota KSO yang bersangkutan telah habis, dalam hal
anggota KSO berbentuk PT, maka harta kekayaan PT telah habis
ataupun dalam hal anggota KSO berbentuk CV, maka harta kekayaan

sekutu aktif CV telah habis.
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Dengan adanya ketidakjelasan dan belum lengkapnya hukum mengenai
tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum
diselesaikan kepada pihak ketiga, dibutuhkan pengaturan terkait hal
tersebut dalam rangka pembangunan hukum perusahaan di Indonesia.
Dalam penelitian ini pembangunan hukum yang dibahas dibatasi hanya
mengkaji mengenai pembangunan hukum dengan cara pembentukan
hukum yang mendasarkan pada pembangunan mengenai
materi/substansi  hukum. Sehingga dari penjelasan tersebut
pembangunan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
pembentukan hukum berupa pembentukan dan/atau penataan kembali
materi/substansi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada
saat ini.

Adapun cara pembentukan hukum untuk mengatasi belum
lengkap dan belum jelasnya pertanggungjawaban KSO terhadap
kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dilakukan
dengan cara menata ulang substansi peraturan yang telah ada yang

dilakukan dengan mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan rumusan pengertian KSO yang memuat mengenai
unsur-unsur KSO ke dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang
Jasa Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1
Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki

kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:
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“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing
pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha
bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan
usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan
adanya pembagian keuntungan bersama.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah hukum,
di mana pengertian KSO baru ditemukan dalam Pasal 1 Angka 56
PP 14/2021 namun belum jelas, sementara itu, pengertian KSO
belum ditemukan di Undang-Undang Jasa Konstruksi.
Penambahan penjelasan yang menyatakan bahwa KSO bukan
merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk
Persekutuan Perdata dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang
Jasa Konstruksi, serta mengubah pengertian KSO dalam Pasal 1
Angka 56 PP 14/2021 sehingga di antara keduanya memiliki
kesamaan definisi yang berbunyi sebagai berikut:
“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama antar pelaku usaha yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis yang mana masing-masing
pelaku usaha wajib melakukan pemasukan modal usaha
bersama ke dalam KSO untuk mengerjakan sesuatu kegiatan
usaha bersama yang dilakukan dalam waktu tertentu, dengan
adanya pembagian keuntungan bersama. Pembentukan KSO
tersebut tidak membentuk suatu entitas baru melainkan KSO
merupakan badan usaha tidak berbadan hukum dan merupakan
bentuk Persekutuan Perdata.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk memperjelas kedudukan

KSO bukan merupakan badan usaha berbadan hukum dan
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merupakan bentuk Persekutuan Perdata yang diatur dalam
KUHPerdata sehingga KSO dapat serta merta tunduk juga pada
ketentuan Persekutuan Perdata dalam KUHPerdata. Dalam
kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum, adanya ketentuan
ini memperjelas bahwa KSO yang identik dengan Persekutuan
Perdata tidak dapat melakukan hubungan hukum melainkan yang
dapat melakukan hubungan hukum untuk kepentingan KSO
adalah subjek hukum yang menjadi anggota KSO itu sendiri.
Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-
Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur pihak-
pihak yang dapat menjadi anggota KSO. Sehingga diperlukan
adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Jasa
Konstuksi yang berbunyi sebagai berikut:
“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1)
huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”
Juga penambahan dalam Pasal 70C Ayat (4) PP 14/2021 yang
berbunyi sebagai berikut:
“KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
Olae.h. badan usaha yang berbadan hukum (dengan kualifikasi
usaha kecil, menengah, atau besar) yang memiliki
Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi dalam
bentuk Sertifikat Badan Usaha; dan

b. badan usaha yang tidak berbadan hukum (dengan
kualifikasi usaha kecil, menengah, atau besar) yang
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memiliki Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi
dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.”

Materi muatan ini dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan
belum lengkapnya ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat
menjadi anggota KSO dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi,
PP 22/2020, dan PP 14/2021.
Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-
Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 mengenai pihak yang
dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO
belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4)
Undang-Undang Jasa Konstuksi yang berbunyi sebagai berikut:
“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1)
huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”
Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (3) PP 14/2021 yang
berbunyi sebagai berikut:
“Masing-masing anggota KSO dapat dikenai
pertanggungjawaban oleh pihak ketiga dalam hal anggota
KSO melakukan tindakan ingkar janji dan/atau perbuatan
hukum kepada pihak ketiga, walaupun anggota tersebut telah
memberikan kuasa kepada anggota KSO lainnya dan tidak
melakukan pengurusan KSO.”
Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi

permasalahan hukum berupa belum adanya peraturan yang

mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam hal
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terdapat kewajiban anggota KSO yang belum diselesaikan kepada
pihak ketiga.
Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal pada Undang-
Undang Jasa Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur
mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban
sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut. Sehingga
diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-
Undang Jasa Konstuksi yang berbunyi sebagai berikut:
“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1)
huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”
Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (4) PP 14/2021 yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pertanggungjawaban  masing-masing  anggota  KSO
sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) Pasal ini dapat dimintai
tanggung jawab sampai dengan harta kekayaan masing-
masing anggota KSO tersebut.”
Materi muatan ini dibutuhkan untuk dapat mengatasi
permasalahan hukum berupa belum adanya peraturan yang
mengatur mengenai sampai sejauh mana anggota KSO dapat
bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Selain itu, materi muatan
ini juga dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada
dalam poin 1 sampai dengan poin 4 di atas.

Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa

Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban
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mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada
pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara
para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat
oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga. Sehingga
diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4) Undang-
Undang Jasa Konstuksi yang berbunyi sebagai berikut:
“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1)
huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”
Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (5) PP 14/2021 yang
berbunyi sebagai berikut:
“Tiap-tiap pelaku usaha yang membuat perjanjian KSO baik
perjanjian internal antara anggota KSO maupun perjanjian
antara anggota KSO dengan pihak ketiga di dalamnya wajib
mencantumkan ketentuan mengenai pihak yang wajib
bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ketentuan tersebut
berupa besaran pertanggungjawaban masing-masing anggota
KSO kepada pihak ketiga.”
Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat
ini belum mengatur mengenai hal tersebut dan masih ditemukan
Perjanjian KSO yang belum mencantumkan klausul tersebut.
Penambahan 1 (satu) Pasal dalam Undang-Undang Jasa
Konstruksi dan PP 14/2021 yang mengatur mengenai kewajiban
bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian

penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau

penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai
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perjanjian tambahan atau accesoir dari setiap perjanjian yang

dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga.

Sehingga diperlukan adanya penambahan Pasal 33 Ayat (4)

Undang-Undang Jasa Konstuksi yang berbunyi sebagai berikut:
“Kerja sama operasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1)
huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.”

Juga penambahan dalam Pasal 70D Ayat (6) PP 14/2021 yang

berbunyi sebagai berikut:
“KSO yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga wajib
membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa
pemberian jaminan perorangan atau penanggungan yang
diberikan oleh badan hukum sebagai perjanjian tambahan atau
accesoir.”

Materi muatan ini dibutuhkan karena peraturan yang berlaku saat

ini belum mengatur mengenai hal tersebut dan adanya

penanggungan berdasarkan perjanjian penanggungan menjadi

solusi ketika anggota KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi

perikatannya kepada pihak ketiga.

Dari penjabaran di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai

berikut:
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Menyarankan kepada lembaga pembentuk undang-undang yaitu
lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk dapat segera
mengubah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi,

sebagai berikut:

a.  Menambahkan rumusan pengertian KSO yang di dalamnya

memuat mengenai unsur-unsur pembentukan KSO;

b.  Penambahan 1 (satu) Pasal yang menyatakan bahwa KSO bukan
merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk

Persekutuan Perdata;

c.  Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur

pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO;

d.  Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal mengenai pihak
yang dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO

belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;

e.  Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur
mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban

sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut;

f. Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban
mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada

pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara
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para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat

oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga; dan

g.  Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban
bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian
penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau
penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai
perjanjian tambahan atau accesoir dari setiap perjanjian yang

dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga.

Menyarankan kepada Pemerintah untuk mengubah ketentuan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 24, sebagai berikut:

a.  Menambahkan rumusan pengertian KSO yang di dalamnya

memuat mengenai unsur-unsur pembentukan KSO;
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Penambahan 1 (satu) Pasal yang menyatakan bahwa KSO bukan
merupakan badan usaha berbadan hukum dan merupakan bentuk

Persekutuan Perdata;

Penegasan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur

pihak-pihak yang dapat menjadi anggota KSO;

Penambahan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal mengenai pihak
yang dapat dikenai pertanggungjawaban dalam hal anggota KSO

belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;

Perumusan ketentuan ke dalam 1 (satu) Pasal yang mengatur
mengenai anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawaban

sampai kepada harta kekayaan anggota KSO tersebut;

Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban
mencantumkan klausul tanggung jawab anggota KSO kepada
pihak ketiga dalam Perjanjian KSO yang dibuat oleh dan antara
para pihak anggota KSO maupun dalam perjanjian yang dibuat

oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga; dan

Penambahan 1 (satu) Pasal yang mengatur mengenai kewajiban
bagi para pihak anggota KSO untuk membuat perjanjian
penanggungan yang dapat berupa jaminan perorangan atau

penanggungan yang diberikan oleh badan hukum sebagai
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perjanjian tambahan atau accesoir dari setiap perjanjian yang

dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga.

Menyarankan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
di antaranya adalah pelaku usaha anggota KSO berupa badan usaha
berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum untuk
dapat lebih memperhatikan klausul tanggung jawab anggota KSO
dalam melakukan hubungan hukum eksternal yang dituangkan dalam
Perjanjian KSO karena situasi yang terjadi saat ini masih ditemukan
ketidakjelasan dan belum lengkapnya mengenai siapa pihak yang
bertanggung jawab kepada pihak ketiga khususnya tentang sejauh mana
masing-masing anggota tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban.

Menyarankan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
di antaranya adalah pelaku usaha anggota KSO maupun pihak
ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan KSO untuk
membuat perjanjian penanggungan yang dapat berupa jaminan
perorangan atau penanggungan yang diberikan oleh badan hukum
sebagai perjanjian tambahan atau accesoir dari setiap perjanjian yang
dibuat oleh dan antara anggota KSO dengan pihak ketiga karena adanya
penanggungan berdasarkan perjanjian penanggungan menjadi solusi
ketika anggota KSO mungkin atau tidak dapat memenuhi perikatannya

kepada pihak ketiga.
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